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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah
SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan
penyusunan kegiatan Laporan Tahunan 2024 di Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan selama tahun 2024 telah diselesaikan dengan baik.

Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi kepada
para pemangku kepentingan  seputar  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan
olahan. Laporan tahunan merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah
dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan terus berbenah untuk menjadi lebih baik
dalam melaksanakan tugasnya kepada masyarakat
maupun pelaku usaha pangan olahan.

Terima kasih kepada seluruh tim Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan atas hasil pencapaian tahun 2024. Keberhasilan dalam penyelesaian kegiatan ini didukung
juga oleh kerjasama yang baik dengan UPT BPOM dan para stakeholder.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang
membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi pelaksanaan kegiatan yang lebih baik
lagi. Laporan Tahunan 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi pelaksanaan kegiatan
untuk tahun 2024 serta mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai
dalam memberikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 27 Maret 2025

Direktur Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

it

Ema Setyawati, S.Si, Apt. M.E
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olaha
Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasarar
strategis tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasa
Pangan Olaan tahun 2022024 dan Dokumen Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan tahun 20004. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memiliki 11 (sebelas) Sasar
Kegiatan dan 16 (enaipelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dimana telah diperoleh 12
ORdzZr oSflFao LYY RSy3aFy OFLI ALY (1AYSNEBI af
RFY H O6RdzZF0 LYY RSy3aly OFLIALY da/lYltéod

Keberhasilan pencapaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh d
integrasi data dengan aplikasi SIMETRIS Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelak
Usaha Pangan Olahan Tahun 2024 adalah sebesar 104,83 dengan predikat ISTIMEW.
Capaan NPSS tersebut diperoleh dari raitda capaian NPSS 3 perspektif strategis sebagai
berikut: a. Perspektif Stakeholder, mendapatkan NPSS 105,30 dengan kategori Istimewa, b
Perpektif Internal Process, mendapatkan NPSS 107,04 dengan kategori Istimewa, dan
PerspektifLearning & Growthmendapatkan NPSS 108,80 dengan kategori Istimewa.

Tercapainya keberhasilan sasaran strategis di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dar
Pelaku Usaha Pangan Olahan, tidak terlepas dari penyerapan anggaran. Anggaran pagu aw
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2024 sebesar
Rpl7.44.050.000, Dikarenakan adanya blokir anggaramtomatic adjustment maka
anggaran yang dapat dikelola sampai dengan akhir tahun pada tahun 2024 sebesar Rp
16.354.152.000, Tercatat realisasi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Haku Usaha Pangan Olahan sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp
16.354.069.329 atau dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% dari total anggaran yan
dapat dikelola.




HIGHLIGHT

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan

pelaku usaha pangan, maka Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pangan Olahan senantiasa untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas yang

berkesinambungan dengan harapan memberikan kepuasan layanan kepada stakeholders

dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan beberapa prestasi yang telah diraih pada

periode tahun sebelumnya, diantaranya dengan memperoleh predikat Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) pada 2021, maka hal ini memacu komitmen Direktorat Pemberdayaan

Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan untuk tetap berusaha mengharumkan nama

BPOM. Selama tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pangan Olahan menerima beberapa penghargaan dan apresiasi, yaitu:
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1.1 GAMBARAN UMUM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO)
merupakan salah satu Direktorat di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan
Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI yang dibentuk sesuai
Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020.

VISI, MISI, DAN BUDAYA ORGANISASI
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan memiliki peran

dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Direktorat Pemberdayaan

Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.

Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk

mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong

Gambar 1. Visi

mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan
- rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan

Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka
membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk
kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta
penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah
pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan
bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk
- memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Gambar 2. Misi

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjunjung
tinggi budaya organisaBiIKKIRProfesionalisme, Integritas, Keteladanan, Kerja Sama,
Inovasi, dan Responsif. Nitalai ini menjadi pedoman bagi setiap insan BPOM dalam
mewujudkan pengawasan yang kredibel, transparan, dan berdampak nyata bagi
masyarakat. DengaRIKKIRBPOM berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi




kesehatan dan keselamatan bangsa Penjelasan tentang budaya PIKKIR dapat dilihat pada

gambar 3

LoKA POM
Kabupaten
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Gambar3.Budaya Organi sasi APl KKI RO

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan
ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (world class government) serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode
perilaku Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan
keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik
Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employeer
Branding ASN "Bangga Melayani Bangsa" yang dikuatkan dengan diterbitkannya Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan mengadopsi core values tersebut dimana semua pegawai telah mengikuti
Sosialisasi dan Internalisasi Employer Branding dan Core Value BerAKHLAK (Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK merupakan landasan penting bagi terwujudnya birokrasi
yang profesional, efektif, dan efisien. Dengan menginternalisasikan dan
mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam setiap aspek pekerjaan, ASN dapat memberikan
kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara, serta mampu
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.




BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

O«

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
0 Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
Melakukan perbaikan tiada henti

O«

Akuntabel

~

0 Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan
berintegritas tinggi

0 Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif
dan efisien

0 Tldak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Kompeten

O«

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
Membantu orang lain belajar
Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

O¢ O«

Harmonis

O«

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
Suka menolong orang lain
Membangun lingkungan kerja yang kondusif

O¢ O«

0 Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undangan Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah

0 Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

O«

Menjaga rahasia jabatan dan negara

Adaptif
0 Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
0 Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
0 Bertindak proaktif

Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

0 Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama

O¢ O«




1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM). Sebagai tindak lanjut, BPOM menetapkan Peraturan Badan POM Nomor
26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, yang kemudian diubah melalui
Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 dan terakhir dengan Peraturan Badan POM
Nomor 13 Tahun 2022.

Sejak tahun 2018, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
telah berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha. Seiring dengan
kebutuhan organisasi dan penyederhanaan birokrasi, BPOM menerbitkan Keputusan Kepala
Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja untuk Penyederhanaan
Birokrasi. Direktorat ini telah menyesuaikan sistem kerjanya melalui penugasan pejabat
fungsional dan pelaksana dalam tim kerja, guna mewujudkan organisasi yang proporsional,
efektif, dan efisien.

Dalam mengimplementasikan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023,
Direktorat PMPUPO membentuk 6 (enam) tim kerja dalam jajaran struktur organisasi
sebagaimana tertera pada Gambar 4.

STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
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Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat PMPUPO




Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang pangan

olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat PMPUPO menyelenggarakan fungsi:
a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan

pelaku usaha pangan olahan;

b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat konsumen dan

pelaku usaha pangan olahan;

C) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan

masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

d) pelaksanaan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah di bidang pengawasan

pangan olahan;

e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat

konsumen dan pelaku usaha pangan olahan;

f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan

masyarakat konsumen dan pelaku usaha pangan olahan; dan

g) pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.




BAB Il PENGELOLAAN SUMBERDAYA

2.1 SUMBER DAYA MANUSIA
2.1.1 DATA KEPEGAWAIAN (BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN,

JABATAN DAN USIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung oleh tenaga PNS dan PPNPN. Pada awal Maret
2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan menerima
pegawai PPPK sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) pegawai mutasi pada bulan April dan
Juli. Berdasarkan pengadaan PPPK dan pertimbangan pengembangan pegawai, pegawai
yang PPPK yang ditempatkan pada unit kerja yaitu Nabila Ayunisa Fajriani, S.T., Yoga Tri
Nugroho, S.K.M., Gilang Rimadini, S.Kom., Ida Fitria, S.Pd, dan Fajar Nur Mahfudhin, S.Kom
serta pegawai mutasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yaitu Kartini S.H.
Panjaitan, SKM, MKM dan pegawai mutasi internal Badan POM yaitu Sheila Evicka Novri,
S.Farm., Apt.

Pada awal November unit kerja juga mengalami pengurangan pegawai dikarenakan adanya
mutasi ke Balai POM Tangerang atas nama Sandhyani Ellis M Damajanti, S.Si, Apt,
dikarenakan adanya proses pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Farmasi dan Makanan Ahli Madya, yang bersangkutan tidak dapat ditempatkan kembali pada
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dikarenakan
kebutuhan pada gap jabatan tersebut telah terpenuhi. Selain itu terdapat pegawai yang mulai
melaksanakan tugas belajar pada pertengahan Agustus 2024 atas nama Chyntia Dewi
Nurhayati Suharma, S.T.P., sehingga dilepaskan dari jabatan fungsionalnya dalam masa
tugas belajar yang bersangkutan.

Dengan adanya penambahan dan pengurangan pegawai tersebut pada 2024, total jumlah
pegawai pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
menjadi 64 orang terdiri atas 39 (tiga puluh sembilan) PNS, 13 (tiga belas) PPPK dan 12 (dua
belas) PPNPN. Gambaran sebaran pegawai Direktorat PMPUPO berdasarkan tingkat
pendidikan Tahun 2024 terdapat pada Gambar 5.

Sebaran Pegawai ASN berdasarkan Tk.Pendidikan Tahun Sebaran Pegawai PPNPN berdasarkan Tk.Pendidikan
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22
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Gambar 5.Sebaran Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024




Dari total 64 orang pegawai, pegawai ASN berjumlah 52 (lima puluh dua) sebanyak 1 (satu)
orang sebagai pejabat struktural yaitu Direktur, sebanyak 51 (lima puluh satu) orang
memegang jabatan fungsional dan 12 (dua belas) pegawai PPNPN. Sebaran jabatan
fungsional pegawai ASN tahun 2024 seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

Tingkat

I NEIEWEGEE Laki-Laki Perempuan Total
Pendidikan
D3 Arsiparis Terampil 0 1 1
Pranata Keuangan APBN Terampil 0 2 2
Pranata Komputer Terampil 1 0 1
D3 Total 1 3 4
Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 2 2
Apoteker Madya
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 1 5 6
Muda
Profesi Total 1 7 8
S1 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 0 1 1
Ahli Pertama
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 0 1 1
Arsiparis Ahli Pertama 0 1 1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 0 0
Madya
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 5 5
Muda
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 1 9 10
Pertama
S1- Apoteker | Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 3 3
Pertama
Perencana Ahli Pertama 0 1 1
Pranata Komputer Ahli Pertama 1 0 1
S1 Total 2 21 23
S2 Direktur 0 1 1
Penata Kelola Obat dan Makanan 0 1 1
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 7 7
Madya
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 1 6 7
Muda
Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli 0 1 1
Pertama
S2 Total 1 16 17
Total 5 47 52
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Gambar 6. Sebaran Pegawai PNS berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2024




SEBARAN ASN DAN PPNPN BERDASARKAN USIA

TAHUN 2024
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Gambar 7. Sebaran Pegawai berdasarkan Usia

Profil pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 7. Pegawai ASN banyak berada
pada kelompok usia produktif, paling banyak pada kelompok usia 31-40 tahun sebanyak 23
orang. Pegawai PPNPN juga terbanyak berada pada kelompok usia 31- 40 tahun sejumlah
8 orang.

2.1.2 KEBUTUHAN PEGAWAI

Berdasarkan analisis beban kerja yang dibagi berdasarkan jabatan, jumlah karyawan
yang dibutuhkan adalah 92 orang. Dengan beban kerja tersebut terdapat gap antara
beban kerja yang ada dengan jumlah karyawan yang tersedia. Masih terdapat
kekurangan 47 orang untuk memenuhi kebutuhan tenaga pada Direktorat
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada tahun 2024.

Tabel 2. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK

NEIMEWELEIET] ABK Bi:gtllziZg
1 Direktur 1 1 0
2 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya 9 9 0
3 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda 30 17 13
4 Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama 32 14 18
5 Analis Anggaran Ahli Muda 1 1 0
6 Perencana Ahli Pertama 2 1 0
7 Analis SDM Aparatur Ahli Muda 1 0 1
8 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 1 1 0




Jumlah

INEINEWEEIE]

Besetzung

9 Arsiparis Ahli Pertama 1 1 0
10 Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1 0
11 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 1 1 0
12 Pranata SDM Aparatur Mahir 1 0 1
13 Pranata SDM Aparatur Terampil 1 0 1
14 Arsiparis Penyelia 1 0 1
15 Arsiparis Mahir 2 0 2
16 Arsiparis Terampil 2 1 1
17 Pranata Komputer Penyelia 1 0 1
18 Pranata Komputer Mahir 1 0 1
19 Pranata Komputer Terampil 1 1 0
20 Pranata Keuangan APBN Terampil 2 2 0
21 Penata Kelola Obat dan Makanan 0 1 -1

Jumlah 93 52 a7

2.1.3 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah

melakukan identifikasi kebutuhan kompetensi masing-masing pegawai,

memperhatikan hasil penilaian asesmen kompetensi yang telah dilakukan oleh PPSDM
BPOM. Untuk pemenuhan kompetensi, Direktorat terus berupaya mendorong pegawai
melakukan pengembangan kompetensi secara daring melalui aplikasi IDEAS maupun

mengikuti kompetensi lainnya.

Pada Pertengahan Agustus tahun 2024, Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P.,
melaksanakan tugas belajar di Wageningen University and Research, Belanda. Selain
yang mengikuti Tubel ada 3 orang pegawai yang mengikuti Ibel. Pegawai atas nama
Eni Nuraeni, S.Ak juga melanjutkan Magister Manajemen di Universitas Pamulang
dengan izin belajar tanpa melepaskan jabatan sebagai Analis Pengelola Keuangan
Ahli Pertama dan sebagai PPK. Pegawai atas nama Lusiana Friska L. Gaol, A.Md.Ak.
juga melanjutkan pendidikan strata satu pada Universitas Terbuka dan tanpa

melepaskan jabatan yang sedang diampu yang bersangkutan sebagai Pranata
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Keuangan APBN Terampil, selain itu juga terdapat pegawai atas nama Yunindya
Cahyaningrum, A.Md yang juga menempuh pendidikan S1 nya pada 2024 lalu tanpa
melepaskan jabatannya sebagai Arsiparis Terampil. Meskipun BPOM tidak lagi
menyediakan anggaran untuk tugas belajar, tetapi masih sangat banyak scholarship
yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pendidikan di dalam maupun luar negeri.

Kesempatan tugas belajar ini diberikan bagi pegawai yang berminat.

Selain melalui pendidikan formal juga dilakukan beberapa pelatihan, bimbingan teknis,
workshop dan sosialisasi telah disediakan untuk dapat diikuti oleh seluruh pegawai
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Jenis
Pelatihan (klasikal/non klasikal) yang diikuti pegawai Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan; Pelatihan Fungsional; Pelatihan Teknis Lainnya (Bimtek, workshop,

seminar, dll).

Sampai dengan akhir Desember 2024, 100% Direktorat Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Pangan Olahan telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal
20 JP. Pengembangan kompetensi yang diikuti pegawai pada tahun 2024 meliputi
pelatihan teknis, pelatihan fungsional, bimtek, workshop, seminar, dan lain sebagainya.
Total pengembangan kompetensi selama satu tahun terakhir ini mencapai 694 jumlah
pelatihan klasikal ataupun non klasikal. yang telah diikuti pegawai. Pemenuhan
pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP juga mendukung nilai Indeks
Profesionalitas ASN yang menjadi salah satu indikator kinerja unit, maka dari itu hal ini

harus dijadikan perhatian bersama .

2.2 SARANA DAN PRASARANA

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan didukung dengan
sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain:
1 Ruang Kerja yang terdiri atas Ruang Direktur, Ruang Kerja, dan Ruang Rapat serta
Ruang Podcast;
Peralatan, meubelair dan kelengkapan lain dalam melaksanakan aktivitas;

Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.

Rincian Peralatan, Meubelair, dan perangkat lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.
2.3 ANGGARAN

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha pada tahun 2024
dengan nilai pagu sebesar Rp17.440.050.000,- Dana tersebut sudah termasuk anggaran
untuk kegiatan KIE kepada masyarakat dengan Tokoh Masyarakat (3165) dengan




anggaran sebesar Rp1.474.560.000,- sedangkan anggaran untuk kegiatan teknis (4132)
sebesar Rp15.965.490.000,-

Pada pertengahan tahun 2024, dilakukan automatic adjustment blokir anggaran sebesar
Rp1.060.497.000,-. sehingga total anggaran kegiatan teknis (4132) yang dikelola
berkurang menjadi Rp14.904.993.000,-. Anggaran KIE Tokoh Masyarakat (3165) dilakukan
revisi pindah anggaran ke unit lain, sehingga menyebabkan anggaran kegiatan tersebut
berkurang menjadi Rp1.449.159.000,-

Pada akhir tahun, total realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha pada tahun 2024 adalah sebesar Rp14.904.913.729,- atau sebesar 99,99%.
Realisasi anggaran kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat sebesar Rp1.449.155.600
atau sebesar 99,99%. Realisasi anggaran dari masing-masing output sebagaimana tampak
pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Realisasi Anggaran per Output

PAGU dan REALISASI ANGGARAN DIT PMPUPO 2024

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, setiap tahun realisasi anggaran Dit

Anggaran awal AA/revisi Anggaran setelah Realisasi Prosentase
AA/revisi (%)
Teknis (4132) 15.965.490.000 1.060.497.000 14.904.993.000 14.904.913.729 99,999
KIE (3165) 1.474.560.000 25.401.000 1.449.158.000 1.449.155.600 99,9998
Total 17.440.050.000 16.354.152.000 16.354.069.329 99,999
VOLUME REALISASI ANGGARAN
No KEGIATAN QUTPUT ERERIER ERERTER
TARGET REALISASI %) PAGU REALISASI %)
2 o
1 |Fasilitasi dan Masyarakat yang| 4500 4500 orang 100% 1,449 159,000 | 1,449,155600 99,99
Pembinaan ditingkatkan orang
Masyarakat pengetahuannya
(3165.BDC.001) melalui KIE
2 |Koordinasi Sosialisasi 1laporan | 1 laporan 100% 45.089.000 45.988.160 100
(3165.AEA.001)
3 [|Fasilitasi dan Kader keamanan 225 239 orang 106,20% | 1.682.363.000 | 1682352768 100
Pembinaan pangan nasional| Kader/Org
Masyarakat yang berpartisipasi
(4132.BDC.001) dalam pengawasan
pangan olahan
4 |Fasilitasi dan Kab/Kota yang| 40 Kab/ 40 Kab / 100% 3.505.707.000 | 3.505.689.539 100
Pembinaan menerapkan Kota Kota
Pemerintah Daerah peraturan
(4132 FBA 001) keamanan pangan
untuk IRTP
5 |Fasilitasi dan Fasilitator yang 245 Orang | 290 orang 118,37 3.429.151.000 | 3.429.126.565 100
Pembinaan dibina untuk
Masyarakat melakukan
(4132.QDC.001) pendampingan
6 |Fasilitasi dan Kabupaten/Kota 380 Prov/ 380 100% 6.241.783.000 | 6,241,756,697 100
Pembinaan yang menerapkan Kab/ kota | Kab/Kota
Masyarakat program keamanan
(4132.UBA.001) pangan (desa,
pasar, sekolah

PMPUPO mencapai sekitar 99%, seperti tampak pada Tabel 4 berikut.




Tabel 4. Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

Tahun Pagu Realisasi % Realisasi
2020 8.915.011.000 8.903.628.485 99,87
2021 9.929.701.000 9.928.248.584 99,99
2022 12.385.556.000 12.384.419.198 99,99
2023 18.223.845.000 18.223.300.991 99,99
2024 16.354.152.000 16.354.069.329 99,99

Rincian realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5

berikut ini:

Tabel 5. Rincian Realisasi Anggaran dari masing-masing Kegiatan

Rincian Output

Pagu

Realisasi

%

3165.BDC.001

Usaha Pangan Olahan

Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya
melalui KIE Komunikasi, Informasi dan Edukasi
oleh Deputi IlI

E | Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pemberdayaa Masyarakat dan Pelaku

4132.BDC.001

Kerja

Kader keamanan pangan nasional yang
berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan

Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra

1.449.159.000

1.449.155.600

1.682.363.000 | 1.682.352.768

100

100

Kemasyarakatan

A |Pemberdayaan Organisasi Sosial dan

382.144.000

A | Bimbingan Teknis Kader Keamanan 714.527.000 714.524.190 100
Pangan

B |KIE Kader Keamanan Pangan 96.600.000 96.600.000 100

C |Sinergi Peningkatan Kapasitas Komunitas 173.275.000 173.272.576 100
Melalui Dasa Wisma Engagement

382.140.262

100




Rincian Output Pagu Realisasi %
B |Podcast RCCE Untuk Kader 61.085.000 61.084.300 100
D |Koordinasi Lintas Sektor kegiatan Pramuka 220.772.000 220.771.440 100
4132.FBA. 001 | Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan
keamanan pangan untuk IRTP 3.505.707.000 | 3.505.689.539 | 100

A |Advokasi Kab/kota terkait Penerbitan SPP- 1.061.685.000 | 1.061.681.753 | 100
IRT

B | Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada 56.681.000 56.679.400 100
Masyarakat atau individu

C |Monitoring dan Evaluasi Implementasi 56.701.000 56.700.363 100
Peraturan Keamanan
Pangan untuk IRTP

D | Sosialisasi Keamanan Pangan Aman IRTP 83.435.000 83.433.604 100

F | Implementasi RB 847.295.000 847.291.160 100

G | Pengembangan Kompetensi ASN 707.925.000 707.921.555 100

A | Koordinasi Lintas Sektor Program 384.261.000 384.258.464 100
Kab/Kota Pangan Aman
C |Pengelolaan Satker 36.603.000 36.602.240 100
D |Pengelolaan TIK 271.121.000 271.121.000 100
4132.QDC. Fasilitator yang dibina untuk melakukan 3.429.151.000 | 3.429.126.565 | 100
001 pendampingan kepada UMK Pangan Olahan

A | Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi 163.736.000 163.735.780 100
Anggota Pramuka

B | Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi UMKM 223.655.000 223.653.253 100

C | Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan
Bagi ORMAS/ASOSIASI/INKUBATOR 433.513.000 433.512.186 100
BISNIS/Lembaga Lainnya

E | Pengembangan Aplikasi ISTANA UMKM 155.915.000 155.915.000 100




Rincian Output

Pagu

Realisasi

%

Training CPPOB untuk UMKM

Perkuatan Lintas Sektor Dalam

249.338.000

249.336.618

100

Pendampingan UMKM Pangan Olahan 103.169.000 103.166.406 100

Program Orang Tua Angkat UMK Pangan

Olahan 358.3 358.2 100
04.000 98.303

Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam

rangka pendampingan penerapan 284.5 284.5 | 100

CPPOB/HACCP di UMKM 91.000 90.500

Program SAPA SANTRI Santripreunership

PKP dalam rangka SPPIRT dan Bimtek 519.0 519.0 | 100

CPPOB Santri Preneurship 11.000 09.568

KIE UMK PO bagi Kelompok 14.173.000 14.172.100 | 99.99

Rentan/Disabilitas

Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam
rangka Sistem Jaminan Keamanan Pangan
dan Mutu Pangan Peredaran

149.5
84.000

149.5
82.456

100

Advokasi dan Sosialisasi program pangan 347.140.000 347.136.732 100
aman goes to campus
Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI 196.261.000 196.259.180 100
Penyuluh Keamanan Pangan TK.I
Bimtek dan kerja lapang mahasiswa terlatih 230.761.000 230.758.483 100
sebagai fasilitator UMKM

4132.UBA.001 | Kabupaten/Kota yang menerapkan program 6.241.783.000 | 6.241.756.697 | 100

keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)

Gebyar Keamanan Pangan Sekolah 326.055.000 326.054.127 100
Forum Koordinasi Teknis Deputi 619.916.000 619.915.200 100
Pengawasan Pangan Olahan

Koordinasi Lintas Sektor PJAS 72.664.000 72.663.367 100
Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa 475.796.000 475.793.581 100

Pangan Aman




Rincian Output

Pagu

Realisasi

%

Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas

156.427.000

156.426.016

100

Pengembangan Materi Promosi Keamanan 211.947.000 211.944.026 100
Pangan Program PJAS

Implementasi Kegiatan CPE (Asean Health 294.915.000 294.914.310 100
Cluster 4)

Pengembangan Pedoman dan Materi 681.631.000 681.629.895 100
Kegiatan desa Pangan Aman

Pengembangan pedoman dan materi 187.150.000 187.149.114 100
kegiatan pasar pangan aman berbasis

komunitas

Podcast Keamanan Pangan 169.002.000 169.002.000 100
Branding Keamanan Pangan 433.990.000 433.990.000 100

Monitoring dan Evaluasi Program Keamanan 64.741.000 64.740.897 100

PJAS

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa 122.032.000 122.030.992 100

Pangan Aman

Monitoring dan Evaluasi Program Pasar 309.686.000 309.684.284 100

Pangan Aman Berbasis Komunitas

Monitoring dan evaluasi pengelolaan 373.723.000 373.716.856 100

adminitsrasi PMPU

Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE

Keamanan Pangan berbasis Seni budaya 533.6 533.6 | 100

tradisional 35.000 33.506

Pengembangan Media Seni Budaya Lokal

Keamanan Pangan 37.28 37.28 | 100
0.000 0.000

Updating dan Pengembangan Aplikasi 325.000.000 325.000.000 100

Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN 323.318.000 323.315.252 100

Lomba Desa Pangan Aman 241.722.000 241.721.569 100




Rincian Output Pagu Realisasi %
C |Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis 281.153.000 281.151.705 100
Komunitas
4132.AEA 051 | Pelaksanaan Sosialisasi 45.989.000 45.988.160 | 100
A |Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan krida 45.989.000 45.988.160 100
Saka POM

2.4 IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan bidang tugas,
fungsi, dan kewenangannya masing-masing telah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor
9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, RPJMN
2010-2014, RPJMN 2015-2019, RPJMN 2020-2024, dan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan.

Dalam lingkup BPOM, Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan menyatakan bahwa
pelaksanaan PUG wajib dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja. Oleh karena itu, Dit. PMPUPO
memulai integrasi pengarusutamaan gender di setiap tahapan mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.

Sesuai dengan Rencana Aksi Pelaksanaan PUG BPOM yang dituangkan dalam Keputusan
Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.28 Tahun 2023, Dit. PMPUPO telah

melaksanakan PUG sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan PUG melalui partisipasi aktif dalam Pokja PUG BPOM dan
SubPokja PUG tingkat Satuan Kerja Deputi IlI

2. Peningkatan pemahaman PUG bagi pimpinan Unit Kerja melalui keikutsertaan pada
pembentukan Gender Champion, inisiasi pelaksanaan Bimtek PUG untuk seluruh
pegawai Dit. PMPUPO serta mengikuti peningkatan kompetensi terkait PUG yang
diselenggarakan oleh BPOM.

3. Peningkatan pengelolaan data terpilah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
pelaksanaan program kerja Dit. PMPUPO diantaranya dengan menggunakan daftar
hadir format BPOM dan pengembangan database data terpilah.

4. Perencanaan dan penganggaran PUG melalui Gender Analysis Pathway 9 langkah dan
Gender Budget Statement yang dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kegiatan
(KAK). Beberapa program dan kegiatan Dit PMPUPO Tahun Anggaran 2024 telah

ditagging anggaran responsif Gender adalah sebagai berikut:




Fasilitator yg dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan
b. Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan
pangan olahan
c. Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (Desa, Pasar,
Sekolah)

5. Dit. PMPUPO juga menginisiasi Edukasi Keamanan Pangan Inklusif melalui penyediaan
akses sarana dan prasarana ramah kelompok rentan, serta inovasi terkait Pelayanan
Publik seperti pelatihan bahasa isyarat untuk petugas pelayanan publik, bimbingan
teknis khusus kelompok rentan, produk informasi keamanan pangan dalam bentuk video
yang dilengkapi dengan juru bahasa isyarat, fitur aksesibilitas website bagi penyandang
disabilitas (WCA) pada subsite KlubPompi, dan fitur Juru Bahasa Isyarat yang
diimplementasikan pada Webinar Keamanan Pangan untuk Konsumen Cerdas
(Webinar Paman KeCe) dengan harapan dapat meningkatkan akses dan pemahaman

informasi keamanan pangan bagi rekan disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Komitmen dan upaya Implementasi PUG di Dit. PMPUPO mendapatkan penghargaan dari
Sekretaris Utama BPOM sebagai Unit Kerja yang Komitmen Perbaikan Berkelanjutan dalam

Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Tahun 2024.




BAB Il HASIL KEGIATAN

Kinerja pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha pangan tahun 2024 oleh mengacu
pada revisi rencana strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-
2024 yang kemudian tertuang pada Perjanjian Kinerja Direktorat PMPUPO tahun 2024.
Sasaran kinerja dan indikator kinerja sasaran kegiatan di Direktorat PMPUPO dapat dilihat
pada gambar 8.
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Gambar 8. Peta Strategis Level 2 Direktorat PMPUPO

Terdapat 11 Sasaran Kinerja Direktorat dan 16 indikator kinerja sasaran kegiatan yang
mendukung Sasaran Program Deputi 3. Target masing-masing indikator kegiatan dapat
dicapai melalui kontribusi penyelesaian kegiatan yang telah ditetapkan untuk masing-masing
indikator (Tabel 6).




Tabel 6. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan Indikator Target Satuan
SK1. Meningkatnya kepatuhan | 1. Persentase  fasilitator  yang 74 Persen
dan kepuasan pelaku usaha melakukan pendampingan
terhadap keamanan, mutu, dan kepada UMK sesuai dengan
gizi makanan pedoman
2. Indeks Kepuasan Masyarakat| 91,75 Nilai
terhadap layanan publik
Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha
SK2. Meningkatnya peran serta | 3. Persentase Kab/Kota  yang 40 Persen
pemerintah daerah terhadap menerapkan peraturan
keamanan, mutu, dan gizi keamanan pangan untuk IRTP
makanan
4. Jumlah Kab/Kota yang 380 Kab/Kota
menerapkan program keamanan
pangan (desa, pasar, sekolah)
SK3. Meningkatnya kesadaran |5. Persentase kader keamanan| 99,2 Persen
masyarakat terhadap keamanan, pangan yang berpartisipasi dalam
mutu, dan gizi makanan pengawasan Makanan
SKA4. Meningkatkan | 6. Jumlah fasilitator yang dibina 245 Fasilitator
pendampingan pelaku usaha dan untuk melakukan pendampingan
pelayanan publik di bidang kepada UMK Pangan Olahan
Makanan
7. Indeks pelayanan publik di bidang 4,9 Nilai
pemberdayaan masyarakat dan
pelaku usaha
SK5. Meningkatkan koordinasi | 8. Jumlah pemda dan stakeholder 574 Pemda dan
dengan pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan Stakeholder
dalam pengawasan Makanan pangan
SK6. Meningkatkan | 9. Jumlah kader yang memahami 980 kader
pemberdayaan masyarakat di prinsip keamanan pangan
bidang Makanan
10. Tingkat efektivitas KIE Makanan 96 Nilai
SK7. Meningkatkan peran aktif | 11. Persentase UPT BPOM yang 90 Persen
UPT BPOM dalam melakukan pendampingan pelaku
pemberdayaan masyarakat dan usaha dan pemberdayaan
pelaku usaha masyarakat terkait keamanan
pangan sesuai Pedoman
SK8. Terwujudnya tata kelola | 12. Indeks RB Direktorat | 92,6 Nilai

pemerintahan yang optimal di
Direktorat Pemberdayaan

Pemberdayaan Masyarakat dan
Pelaku Usaha Pangan Olahan




Sasaran Kegiatan Indikator Target Satuan
Masyarakat dan Pelaku Usaha | 13. Nilai Pengelolaan Kearsipan 97,5 Nilai
Pangan Olahan
SKO. Terwujudnya SDM | 14. Indeks  Profesionalitas ASN | 91,65 Nilai
Direktorat Pemberdayaan Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan yang berkinerja Pangan Olahan
optimal
SK10. Menguatnya Pengelolaan | 15. Indeks Pengelolaan Data dan 3 Nilai
Data dan Informasi Pengawasan Informasi Direktorat
di Direktorat Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pelaku Usaha Pangan Olahan
Pangan Olahan yang optimal
SK11. Terkelolanya Keuangan | 16. Tingkat Efisiensi Penggunaan 94 Persen
Direktorat Pemberdayaan Anggaran Direktorat
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pemberdayaan Masyarakat dan
Pangan Olahan secara Pelaku Usaha Pangan Olahan
Akuntabel

Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

sesuai Sasaran Kegiatan Direktorat Tahun 2024 seperti pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan

Olahan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target | Realisasi | % Capaian Ket
Meningkatnya Persentase PKP/fasilitator | 74 88,62 119,76
kepatuhan pelaku | yang melakukan
UMKM serta | pendampingan kepada UMK
kesadaran Pangan Olahan sesuai
pemerintah daerah | Pedoman
dan masyarakat
terhadap Indeks Kepuasan [ 91,75 |91,92 100,19
keamanan, mutu, | Masyarakat Terhadap
dan gizi makanan layanan publik Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat

dan Pelaku Usaha
Meningkatnya peran | Persentase Kab/Kota yang | 40 44,44 111,10
serta  pemerintah | menerapkan peraturan
daerah terhadap | keamanan pangan untuk

IRTP




Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target | Realisasi | % Capaian Ket
keamanan, mutu, | Jumlah Kab/Kota yang | 380 380 100,00
dan gizi makanan menerapkan program Baik
keamanan pangan (desa,
pasar, sekolah
Meningkatnya peran | Persentase kader/fasilitator | 99,2 99,58 100,38
serta pemerintah | keamanan pangan yang
daerah terhadap | berpartisipasi dalam
keamanan, mutu, | pengawasan Makanan
dan gizi makanan
Meningkatkan Jumlah PKP/fasilitator yang | 245 290 118,37
pendampingan dibina untuk melakukan
pelaku usaha dan | pendampingan kepada UMK
pelayanan publik di | Pangan Olahan
bidang makanan
Indeks pelayanan publik di | 4,9 4,96 101,22
bidang pemberdayaan
masyarakat dan pelaku
usaha
Meningkatkan Jumlah pemda dan | 574 620 108,01
koordinasi dengan | stakeholder yang
pemda dan | diintervensi keamanan
stakeholder dalam | pangan
pengawasan
makanan
Meningkatkan Jumlah kader/fasilitator yang | 980 1129 115,20
pemberdayaan memahami prinsip
masyarakat di | keamanan pangan
bidang makanan
Tingkat  efektivitas  KIE | 96 99,62 103,77
Makanan
Meningkatkan peran | Persentase UPT BPOM |90 90,79 100,88
aktif UPT BPOM | yang melakukan
dalam pendampingan pelaku
pemberdayaan usaha dan pemberdayaan
masyarakat dan | masyarakat terkait
pelaku usaha keamanan pangan sesuai
Pedoman
Terwujudnya tata | Indeks RB Dit PMPUPO 92,6 92,23 99,60
kelola pemerintahan Gl

di Direktorat
Pemberdayaan




Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Realisasi

Ket

% Capaian

dan
Usaha
Olahan

Masyarakat
Pelaku
Pangan
yang optimal

Nilai Pengelolaan Kearsipan

97,5

97,91

100,42

Terwujudnya SDM
Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaku
Pangan
yang
optimal

dan
Usaha
Olahan
berkinerja

Indeks Profesionalitas ASN
Dit. PMPUPO

91,65

87,27

95,22
Cukup

Menguatnya
pengelolaan  data
dan informasi
pengawasan di
Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pelaku Usaha
Pangan Olahan

Indeks Pengelolaan Data
dan Informasi Dit. PMPUPO
yang optimal

100,00

Baik

Terkelolanya
keuangan Direktorat
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelaku Usaha
Pangan Olahan
secara akuntabel

dan

Tingkat Efisiensi
Penggunaan Anggaran Dit.
PMPUPO

94

100

106,38

Keterangan:

Baik Cukup

Dari 16 Indikator kinerja di atas, terdapat 2 indikator yang belum mencapai target dengan

kategori cukup yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan capaian 99,60 dan IP-ASN

dengan capaian 95,22. Masih perlu upaya perbaikan sedikit lagi agar dapat memperoleh

realisasi sesuai target.




Upaya perbaikan yang dilakukan untuk Indeks Reformasi Birokrasi (RB) :

1. Menetapkan target prioritas pembangunan ZlI menyeluruh pada setiap area
pembangunan ZI
2. Mendokumentasikan dengan baik keterlibatan pimpinan unit kerja secara langsung

dalam seluruh tahapan penyusunan rencana dan penyusunan perjanjian kinerja

3. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara berkelanjutan terhadap transformasi
digital Dit. PMPUPO pada bidang proses bisnis utama, bidang administrasi pemerintah,
bidang pelayanan publik

4. Terus melanjutkan implementasi inovasi yang sudah dimiliki sejak mendapatkan
predikat WBK dan terus berupaya mengembangkannya maupun mendorong
penciptaan inovasi baru pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen
risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta
dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dapat
direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun analisis dampak before-after atas
inovasi yang dimiliki terhadap perbaikan unit kerja

6. Terus melanjutkan implementasi inovasi yang sudah dimiliki sejak mendapatkan
predikat WBK dan terus berupaya mengembangkannya maupun mendorong
penciptaan inovasi baru pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen
risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta
dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dapat

direplikasi oleh unit kerja

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk Indeks Profesionalitas ASN :

1. Memonitoring dan mengevaluasi nilai IP ASN setiap pegawai pada aplikasi IP-ASN
SIASN, dan merekap kekurangan pada setiap dimensi.

2. Mengingatkan pegawai untuk melakukan peningkatan kompetensi melalui Ideas,
yaitu tools pembelajaran online BPOM

3. Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis dan pengembangan
kompetensi yang disediakan atau diadakan oleh internal ataupun external BPOM.

4. Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai
dengan penawaran-penawaran beasiswa dari PPSDM

5. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja pegawai agar dapat mencapai kinerja baik

dan sesuai ekspektasi.

Untuk capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku

Usaha Pangan Olahan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada Tabel 8




Tabel 8. Capaian Rincian Output (RO) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha Pangan Olahan Tahun 2024

No. Rincian Output Anggaran Volume
Pagu Realisasi Capaian% | Target | Realisasi | Capaian %
1 | Masyarakat yang | 1.449.159.000 1.449.155.600 100 4500 4500 100
ditingkatkan
pengetahuannya
melalui KIE

(3165.BDC.001)

2 Sosialisasi 54.010.000 45.988.160 85,15 1 1 100
(4132.AEA.001)
3 Kader keamanan | 1.804.047.000 1.691.042.968 93,74 225 238 106,2

pangan nasional
yang berpartisipasi
dalam pengawasan
Pangan olahan
(4132.BDC.001)

4 | Kabupaten/ Kota | 3.870.156.000 | 3.545.799.896 91,62 38 40 105,26
yang menerapkan
peraturan
keamanan pangan
untuk IRTP
(4132.FBA.001)

5 | Fasilitator yang | 3.737.601.000 | 3.445.625.008 92,19 245 252 102,86
dibina untuk
melakukan
pendampingan
kepada UMK
Pangan Olahan

(4132.QDC.001)

6 | Kabupaten/  Kota | 6.499.676.000 | 6.243.812.697 96,06 350 350 100
yang menerapkan
program keamanan
pangan (desa,
pasar, sekolah)
(4132.UBA.001)

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh dari integrasi data dari aplika
SIMETRIS Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tah
2024 adalah sebesar 104,83 dengan predikat ISTIMEWA. Capaian NPSS tersebut diperole
dari ratarata capaian NPSS 3 perspektif strategis sebagai berikut: a. Perspektif Stakeholder
mendapatkan NPSS 105,30 dengan kategori Istimewa, b. Perpetdihal Process




mendapatkan NPSS 107,04 dengan kategori Istimewa, dan c. Perkpekitiing & Growth
mendapatkan NPSS 108,80 dengan kategori Istimewa.

Unit Kerja

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

No 5K Sasaran Keglatan
o Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha
terhadap keamanan, muty, dan gizi makanan | NS : 109,98
© ingkatnya peran sefta h daerah terhadap
keamanan, mutu, dan gizi makanan | NS§: 105,55
" Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan,

muty, dan gizi makanan | NS5 :100.38

Perlode ™ NPES

Desember 2024

STAKEHOLDER | 110530 |

Indikator Kinerja

Persentase Fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan
COlahan sesuai Pedoman | €1:119.76 || Sudah Diverifiasi Roren

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktoral Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha | &1: 100,19 || Sudah Diverifikasi Roren

Persentase KabyKota yang menarapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP
€1:111.10 || Sudah Diverifikasi Roren

Jumiah Kah/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar,
sekolah) | C1:100.00 || Sudah Diverifiasi Roren

Persentase kader keamanan pangan yang berpartisipas dalam pengawasan
fmakanan | C1:100.38 || Sudah Diverifikasi Roren

Predikat

Breakdown Detall Capalan NPSS

Target

9175

380

9.2

Realisas! Capalan Tim Kerja
88.62 @ Linat
9.02 @ Lihat
4444 @ Lihat
380 @ Lihat
99.58 @ Lihat

Terakhir Diperbarui

05 Mar 2025 D6.09 WIB

Gambar 9. Tangkapan Layar Nilai NPSS Dit. PMPUPO Tahun 2024

Nilai Istimewa menunjukkan capaian yang telah dilaksanakan oleh Dit PMPUPO melebihi
100% dari target yang sudah direncanakan.




SASARAN Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha
KEGIATAN 1 terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

Indikator Kinerja | Persentase PKP/Fasilitator yang melakukan
Utama 1 pendampingan kepada UMK Pangan olahan sesuai
pedoman

1. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan
CPPOB/HACCP di UMKM

UMK pangan berperan strategis dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat,
khususnya pangan berkualitas guna menjaga kesehatan. UMKM juga menggerakkan
perekonomian rakyat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penyediaan lapangan
kerja bagi masyarakat setempat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018
terdapat 1,9 juta industri manufaktur makanan dan minuman skala kecil dan mikro atau
99,6% dari seluruh industri manufaktur makanan dan minuman di Indonesia. Sektor makanan
dan minuman menjadi penyumbang PDB industri hon migas terbesar (34%). Sedangkan
menurut Statistik E-commerce (BPS, 2020) jenis barang/jasa yang paling banyak terjual
melalui e-commerce pada tahun 2019 adalah makanan, minuman dan bahan makanan yaitu
sebesar 30,95% dari keseluruhan usaha yang menjadi sampel. Katadata (2019)
memproyeksikan segmen pasar yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah makanan,
termasuk pangan olahan, sebesar 60,37% yaitu dari US$ 2 Miliar di tahun 2018 menjadi US$
3,2 Miliar di tahun 2019. Memperhatikan peran UMK dan juga pangan olahan yang sangat
signifikan ini, maka perlu didukung dengan keberpihakan pada kemudahan berusaha serta
peningkatan kapasitas UMKM untuk menghasilkan produk berkualitas secara

berkesinambungan.

Salah satu tantangan besar dalam peningkatan daya saing UMKM, khususnya UMK pangan,
adalah keterbatasan pada berbagai aspek. Hambatan yang kerap dihadapi UMK Pangan
untuk menyediakan produk berkualitas terkait dengan (1) metode dalam memenuhi standar
dan ketentuan yang berlaku, (2) sumber daya manusia, (3) peralatan, (4) modal, dan (5)

sarana prasarana.

Terkait peningkatan daya saing UMKM, diperlukan peran fasilitator yang akan mendampingi
UMKM dalam pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Untuk itu diperlukan tenaga yang
kompeten sebelum mendampingi UMKM tersebut. Kompetensi diwujudkan dalam
kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Untuk memastikan
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kompetensi petugas, telah disyahkan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan, dan /atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas
dan syarat jabatan yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama
dan Muda untuk petugas UPT, dengan rincian 2 batch untuk PKP Pertama secara online dan
1 batch untuk PKP Muda secara offline. Total peserta sebanyak 93 orang petugas UPT

BPOM. Dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Pelaksanaan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama dan Muda
Tahun 2024

Partisipasi dalam pelatihan fasilitator didominasi oleh perempuan, karena peserta pelatihan
ini adalah petugas UPT BPOM. Sebagian besar pegawai BPOM adalah perempuan
(71,97%). Peningkatan partisipasi peserta pelatihan laki-laki dapat diupayakan dari
organisasi pelaku usaha dan organisasi profesi.

2. Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Peran UMKM pangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi

negara memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan peran penting dalam ekonomi
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rakyat sebagai penggerak ekonomi keluarga. Selain itu, UMKM pangan merupakan aset
Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penyediaan
dan perluasan lapangan kerja dan lentur terhadap krisis serta merupakan alternatif usaha di
masa krisis (dapat bertahan saat badai krisis ekonomi melanda Indonesia).

Badan POM melaksanakan pengawasan pre market dan post market. Untuk pengawasan
pre market dilakukan melalui penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi dan label pangan
olahan. Sedangkan untuk pengawasan post market, dengan sampling dan pengujian
laboratorium serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi. Umumnya masalah yang
dihadapi antara lain aspek higiene perorangan, sanitasi, pengelolaan lingkungan (sampah),
fasilitas produksi belum bebas dari hama dan serangga, dan suplai air bersih. Penyebab
utamanya adalah rendahnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan dalam menerapkan
persyaratan CPPOB di sarana produksi. Sehingga diperlukan upaya peningkatan keamanan

pangan di tingkat sarana produksi dan distribusi.

Peran dan partisipasi semua pemangku kepentingan melalui sinergi program terkait UMKM
pangan olahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sangat diperlukan. Koordinasi
secara sinergis dan kontinyu antar Kementerian/Lembaga/Pemda/Organisasi/Akademisi/ E-
commerce dalam pelaksanaan pendampingan kepada UMKM perlu diperkuat melalui suatu

pertemuan sehingga terbentuk suatu sinergi program.

Selama tahun 2024, Badan POM aktif berkoordinasi dengan beberapa
Kementerian/Lembaga/ Pemda/Organisasi/Akademisi/E-commerce melalui beberapa
kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan
UMK Pangan Olahan dalam menerapkan CPPOB serta sarana UMKM telah dilakukan
Pemeriksaan Sarana Baru (PSB). Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah Webinar
Dapoer Kita, Bimbingan Teknis CPPOB, PKP dalam rangka Pemenuhan Komitmen SPP-
IRT, dan FGD Orang Tua Angkat. Dokumentasi kegiatan Perkuatan Lintas Sektor
Pendampingan UMKM Pangan Olahan dapat dilihat pada Gambar 11.
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Gambar 11. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pendampingan UMKM Pangan
Olahan

3. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator
Bisnis/Lembaga lainnya

Upaya Badan POM dalam mendukung iklim usaha adalah dengan memberikan bimbingan
dan pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing. Dengan banyaknya
UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri,
diperlukan sinergi semua pihak, baik itu dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi,
komunitas masyarakat, asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya. Untuk itu berbagai upaya
kemitraan atau sinergisme untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha juga telah
dilakukan oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Asosiasi, dunia pendidikan (termasuk dengan
inkubator bisnis atau LPPM Universitas), dan e-commerce.

BPOM mengadopsi strategi pemberdayaan berbasis masyarakat, dengan bekerjasama
dengan Ormas, Asosiasi atau Instansi lainnya melalui pemberdayaan fasilitator keamanan

pangan untuk memperluas cakupan intervensi terhadap pelaku usaha pangan. Pembentukan
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Fasilitator Keamanan Pangan berasal dari anggota Ormas, Asosiasi atau Lembaga lainnya
telah diinisiasi sejak tahun 2017.

Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan salah satunya melalui Pelatihan bagi Fasilitator
Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi
Fasilitator Keamanan Pangan, sehingga nantinya para fasilitator ini bisa mendiseminasikan
pengetahuannya kepada Fasilitator Daerah dan mensosialisasikan keamanan pangan
kepada pelaku usaha pangan. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku
Usaha Pangan Olahan menyelenggarakan Pelatihan bagi Fasilitator Keamanan Pangan
dengan mengacu pada kurikulum Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama
Berbasis Kompetensi sesuai Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan
Pangan. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024 dapat dilihat pada
Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan | Peserta Lulus

Pelatihan Dasar Fasilitator

1 24-25 April 2024 50 40
Keamanan Pangan

Pelatihan PKP Pertama
Berbasis Kompetensi Batch 1

19-24 Juni 2024 30 24

Pelatihan PKP Pertama ]
3 Berbasis Kompetensi Batch 2 2-5 Juli 2024 30 24

4. Training CPPOB Untuk UMKM

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM menerapkan sistem pengawasan yang dilakukan 3
pilar, yaitu Pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah, Industri, dan Masyarakat. Dalam
melaksanakan pengawasan obat dan makanan, BPOM selaku pemerintah melaksanakan
pengawasan premarket (sebelum produk beredar) dan postmarket (setelah produk beredar).
Industri sebagai produsen harus dapat menjamin mutu, manfaat, dan khasiat obat dan
makanan yang dihasilkan dengan menerapkan cara produksi yang baik, sedangkan
masyarakat harus cerdas dalam memilih produk obat dan makanan yang akan dikonsumsi

serta menyikapi informasi yang benar.

Dalam rangka mendorong peran industri untuk dapat menjamin mutu dan keamanan pangan
yang dihasilkan, BPOM melakukan kegiatan pemberdayaan bagi pelaku usaha.
Pemberdayaan merupakan kegiatan dalam menumbuhkan iklim yang kondusif untuk
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pengembangan usaha, terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk
mendukung untuk menjadi AfNegara Maju tahun 2
rakyat dan daya saing di pasar nasional dan internasional. UMKM di wilayah Indonesia masih
banyak yang terkendala dengan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
(CPPOB) serta perolehan Nomor Izin Edar (NIE) Pangan Olahan baik BPOM MD. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh BPOM dalam melakukan kegiatan pemberdayaan UMKM vyaitu
mengadakan Training Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMKM

Produsen Pangan agar dapat memperoleh Nomor Izin Edar BPOM MD.

Kegiatan Training CPPOB Bagi UMK Pangan di Regional Barat berkoordinasi dengan UPT
BPOM dan SMESCO. UPT BPOM mengirimkan data UMKM binaannya untuk mengikuti
Training CPPOB Bagi UMK Pangan.

Dalam pelaksanaan UMK Pangan akan didampingi oleh instruktur yang berasal dari fasilitator
keamanan pangan yang telah mengikuti PKP Pertama berbasis kompetensi dalam
memahami prinsip CPPOB dan mempersiapkan dokumen CPPOB yang sesuai standar dan
dapat digunakan pada pendaftaran e-sertifikasi BPOM di OSS. Pelaksanaan Training
CPPOB bagi UMK Tahun 2024 terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pelaksanaan Training CPPOB bagi UMK Tahun 2024

No Kegiatan Tanggal Jumlah Instruktur
Pelaksanaan Peserta Fasnas
1 Training CPPOB bagi UMK | 5- 10 Juni 2024 117 pelaku 20
Pangan Regional Barat UMK Pangan
2 | Training CPPOB Bagi UMK 1771 22 Juli 141 pelaku 20
Pangan Regional Tengah 2024 UMK pangan
dan Timur

Hasil pelaksanaan yang dinilaii Survei Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) dengan hasil
96,89 (Sangat Puas IIl) dan 95,21 (Sangat Puas Il). Dokumentasi Training tersebut dapat
dilihat pada Gambar 12-14.




Gambar 13. Pembukaan yang dihadiri oleh Kepala UPT BPOM dan Instruktur dari Fasnas
BPOM

Gambar 14. Peserta Training CPPOB bagi UMK Pangan Regional Tengah dan Timur Tahun

2024
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5. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus

Dalam upaya menciptakan SDM unggul di bidang keamanan pangan khususnya Fasilitator
Keamanan Pangan, Direktorat PMPUPO melanjutkan kemitraan dengan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Perguruan Tinggi.
Kemitraan dengan Kemendikbudristek dilakukan melalui sinergi program Pangan Aman
Goes to Campus (PAGC) dengan Magang Bersertifikat dan Studi Independen (MSIB)
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program PAGC - MSIB MBKM Platform
Kemendikbudristek telah memasuki Batch 5 dan 6 pada tahun 2024.

Selanjutnya kemitraan dengan Perguruan Tinggi dilakukan melalui sinergi program PAGC
dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di masing-masing Perguruan Tinggi.
Namun pelaksanaan PAGC pada tahun 2024 ini sudah disinergikan dengan Platform
Kemendikbud Ristek, sehingga pada tahun 2024 Direktorat PMPUPO melakukan Advokasi
dan Sosialisasi PAGC guna memperluas cakupan Perguruan Tinggi tidak hanya di bawah
naungan Kemendikbud Ristek-dikti tetapi juga di bawah Kementerian Agama serta
memperluas cakupan wilayah Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
secara merata. Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PAGC Tahun 2024 sesuai jadwal
tertera pada Tabel 11. Dokumentasi Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 15.
Tabel 11. Advokasi dan Sosialisasi PAGC Tahun 2024

NO WILAYAH PERGURUAN TINGGI TANGGAL PELAKSANAAN
1. Jayapura Universitas Cenderawasih 28 Mei 2024
2. Pontianak Universitas Tanjungpura 4 Oktober 2024

Universitas NU Pontianak

3. Mataram Universitas Mataram 20 September 2024
Universitas Muhammadiyah Mataram

4, Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 21 Oktober 2024

5. Medan Universitas Sumatera Utara 2 Januari 2024

6. Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo 21 November 2024
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Gambar 15. Advokasi dan Sosialisasi Program Pangan Aman Goes to Campus

Pada 9 Desember 2024, Badan POM c.qg Direktorat PMPUPO telah menandatangani Nota
Kesepahaman (MoU) dengan 17 Perguruan Tinggi dan melakukan penandatanganan
Komitmen dan Dukungan dari 51 Perguruan Tinggi pada Program PAGC. Diharapkan MoU,
komitmen, dan dukungan perguruan tinggi pada PAGC dapat segera direalisasikan dalam
aksi nyata; kemudian para pimpinan perguruan tinggi dapat mendorong mahasiswanya untuk
bergabung dengan Program PAGC dan mendapatkan manfaat langsung di lapangan. PAGC
dapat diakses melalui Platform Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek yang sudah ada
ataupun Platform Perguruan Tinggi yang di-launching hari ini.

BPOM perlu terus melakukan inovasi agar program ini berkelanjutan dan memiliki cakupan
baik output dan dampak yang lebih luas lagi. Oleh karena itu, Badan POM juga me-lauching
Program Pangan Aman Goes to Campus Platform Universitas dengan 3 (tiga) skema
pembelajaran yaitu 20 SKS, 10 SKS, dan KKN Tematik 4 SKS yang bertujuan agar lulusan
Perguruan Tinggi yang kompeten di bidang keamanan pangan meluas sehingga serapan
tenaga kerja diharapkan meningkat. Selain itu, dengan program ini dapat terbentuk lapangan

kerja baru dengan adanya enterpreneur muda di bidang pangan olahan.

BPOM melakukan penandatanganan dengan 17 Perguruan Tinggi di Indonesia (Gambar 17),
yaitu: (1) Universitas Negeri Malang, (2) Universitas Negeri Gorontalo, (3) Universitas Negeri
Jember, (4) Universitas Negeri Surabaya, (5) Universitas Negeri Padang, (6) Universitas
Sebelas Maret, (7) Universitas Syah Kuala, (8) Universitas Lampung, (9) Universitas
Pendidikan Indonesia, (10) Universitas Djuanda, (11) STIKES Papua, (12) Universitas
Ahmad Dahlan, (13) Universitas Dharma Andalas, (14) Universitas Muhammadiyah
Semarang, (15) Universitas Singaperbangsa Karawang, (16) Universitas Nahdlatul Ulama

Kalimantan Barat, dan (17) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
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Gambar 16. Penandatanganan dengan 17 Perguruan Tinggi di Indonesia

6. Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai Fasilitator UMKM

Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC) selaras dengan salah satu bentuk
pembelajaran pada Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu magang kerja. Terobosan baru
dari program ini adalah mahasiswa yang akan magang kerja di UMK Pangan olahan terlebih
dahulu dibekali kompetensi di bidang keamanan pangan sehingga memiliki pengetahuan,
keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri/UMK Pangan
Olahan. Selanjutnya mahasiswa memiliki kesempatan luas untuk memperkaya dan
meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata dengan memberikan
pendampingan kepada UMK Pangan Olahan dalam implementasi Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPOB)/Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Rumah
Tangga (CPPB-IRT). Pengalaman ini memberikan mahasiswa skill’lketerampilan dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi UMK Pangan Olahan dalam memproduksi

pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Program ini di desain dengan kurikulum kegiatan yang berisi aktivitas pembelajaran yang
disinkronkan dengan capaian pembelajaran di kampus dalam bentuk SKS; materi
pembelajaran yang selaras dengan SKKNI Bidang Keamanan Pangan No. 618 Tahun 2016
dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan; adanya
mentor kegiatan yang berasal dari Badan POM, UPT Badan POM (Balai Besar/Balai POM
dan Loka POM) serta Perguruan Tinggi. Program PAGC membekali mahasiswa dengan

kompetensi yang memiliki hard skill dan soft skill sebagai Fasilitator Keamanan Pangan,




sehingga akan menjadikan mahasiswa sebagai lulusan yang relevan dengan kebutuhan

Zaman.

Pada tahun 2024, Program PAGC diselenggarakan dalam 2 Semester (Batch 5 dan Batch
6). Batch 5 berlangsung pada Februari - Juni 2024 (5 bulan), sedangkan Batch 6 berlangsung
pada September - Desember 2024 (4 bulan). Tahap pertama yaitu pembentukan Fasilitator
Keamanan Pangan melalui Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan dan Pelatihan
PKP Pertama. Pelaksanaan Batch 5 yaitu Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan
pada 19 Februari i 15 Maret 2024 dan Pelatihan PKP Tingkat Pertama pada 18 i 28 Maret
2024. Sedangkan pelaksanaan Bacth 6 yaitu Pembekalan Materi Teknis Keamanan Pangan
pada 10 - 27 September 2024 dan Pelatihan PKP Tingkat Pertama pada 30 September - 4
Oktober 2024. Aktivitas pada Pembekalan dan Pelatihan dilakukan secara online melalui
Platform Zoom Meeting dengan Narasumber berasal dari Badan POM (5 Direktorat di
Kedeputian 3), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Perguruan Tinggi
Mitra (Institut Pertanian Bogor; Universitas Padjadjaran; Universitas Pasundan, Universitas
Gajah Mada), dan Catalyst Consulting. Durasi Pembekalan dan Pelatihan pada Batch 5 lebih
lama dibandingkan Batch 6, hal ini terjadi karena adanya penyesuaian timeline yang
diberikan oleh Kemendikbud Ristek pada Batch 5 selama 5 (lima) bulan sedangkan pada
Batch 6 selama 4 (empat) bulan setelah adanya perubahan Struktur Organisasi di
Kemendikbud Ristek. Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak memiliki kesempatan untuk
belajar mandiri pada Batch 6 selama Pembekalan dan Pelatihan.

Setelah mahasiswa mengikuti Pembekalan dan Pelatihan, selanjutnya mahasiswa mengikuti
magang/praktek kerja di UMK Pangan Olahan. Pada Batch 5 magang tersebar di 20 (dua
puluh) wilayah kerja UPT BPOM (BBPOM di Medan, Padang, Palembang, Lampung, Serang,
Bogor, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang, Mataram,
Makassar, Ambon, Jayapura, dan Manokwari; serta Loka POM di Kab Banyumas dan
Sorong), sedangkan pada Batch 6 magang tersebar di 24 (dua puluh empat) wilayah kerja
UPT BPOM (BBPOM di Medan, Padang, Payakumbuh, Pekanbaru, Palembang, Lampung,
Serang, Bogor, Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kupang,
Mataram, Pontianak, Makassar, Ambon, Jayapura, dan Manokwari; serta Loka POM di Kab
Tasikmalaya, Banyumas dan Sorong). Pada Batch 5 total UMK yang difasilitasi sebanyak
120 UMK Pangan Olahan, sedangkan pada Batch 6 total UMK yang difasilitasi sebanyak 122
UMK Pangan Olahan.

Pada tahapan program ini juga dilakukan supervisi untuk memastikan mahasiswa melakukan
pendampingan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Supervisi dilakukan di seluruh wilayah

secara daring dan luring. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas mentor, dilakukan
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Pertemuan Peningkatkan Kapasitas Mentor. Pada pertemuan ini mentor dibekali
pengetahuan dan skill melakukan coaching, mentoring, dan counselling. Mentor juga dibekali
pengetahuan teknis terkait evaluasi mahasiswa di akun MSIB dan BPOM.

Penilaian mahasiswa pada akhir program merupakan akumulasi dari penilaian di setiap
tahapan kegiatan dan penilaian setiap tahapan kegiatan merupakan akumulasi dari penilaian
selama proses pembelajaran/aktivitas magang baik praktik maupun laporan. Nilai akhir
diberikan dalam bentuk huruf mutu A = > 85; A- = 80-85; B+ =751 79; B = 70-74; C = 65-
69; dan D = <64. Hasil evaluasi Batch 5 menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa dinyatakan
lulus program dengan nilai akhir sebagai berikut: A ( 118 orang) dan A- ( 4 orang), sedangkan
hasil evaluasi Batch 6 menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa dinyatakan lulus program
dengan nilai akhir sebagai berikut: A ( 123 orang) dan B+ ( 4 orang). Dokumentasi

pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 17.

Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Bimtek dan Kerja Lapang Mahasiswa terlatih sebagai




SASARAN Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha
KEGIATAN 1 terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan

Indikator Kinerja | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
Utama 2 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Pangan Olahan

1. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan

Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM 2023, KLB Keracunan Pangan tahun 2023
disebabkan oleh masakan rumah tangga, jajanan, pangan MD, ML, pangan industri
rumah tangga, pangan industri rumah tangga tidak terdaftar serta pangan yang
diproduksi di restoran. Masakan rumah tangga selama periode tahun 2019-2023 selalu
menjadi sumber pangan tertinggi penyebab KLB Keracunan Pangan, dan tahun 2023
meningkat secara signifikan dari tahun 2022. Trend 5 tahun terakhir masakan rumah
tangga sebagai penyebab KLB sebesar 49,30% (2019), 49% (2020), 52% (2021),
34,72% (2022) dan 53,28% (2023).

Tingginya KLB Keracunan Pangan pada pangan hasil masakan rumah tangga
mengindikasikan masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat umum
mengenai penerapan prinsip higiene sanitasi pangan mulai dari pemilihan bahan
pangan sampai penyajian pangan. Khususnya mengenai cara pengolahan dan
penyimpanan pangan yang baik, sehingga pangan aman saat dikonsumsi.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus keracunan pangan perlu terus
ditingkatkan terutama di tingkat perorangan melalui sosialisasi keamanan pangan bagi
masing i masing individu sehingga mereka dapat selektif dalam memilih pangan aman
untuk dikonsumsi. Untuk dapat meningkatkan pemahaman individu terhadap konsep

keamanan pangan perlu dilakukan sosialisasi keamanan pangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu aktivitas refleksi, proses yang mampu
diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan
atau penentuan diri sendiri (Simon, 1993). Sosialisasi keamanan pangan kepada
masing-masing individu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis
community knowledge. Agar sosialisasi keamanan pangan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan dan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Badan POM

dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan seperti Salimah, Aisyiyah, BKOW, PKK,




Wirawati Catur Panca, Dharma Wanita Persatuan, Muslimat NU, PP Fatayat NU, PP
Nasyiatul Aisyiyah dan Gerakan Kwartir Nasional Pramuka serta organisasi profesi
seperti Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, Rabithah
Madahid | sl ami y ahdajiyMunjuk prirsig keaddaa,rbekarja sama
dengan komunitas sosial dan kemasyarakatan lainnya meskipun tanpa adanya MoU,
maka akan dicetak Kader Keamanan Pangan Nasional. Kader Keamanan Pangan
yang akan dibentuk ini juga melibatkan organisasi kepemudaan Karang Taruna dan
organisasi lintas agama seperti Persatuan Wanita Kristen Indonesia, Wanita Katolik
Republik Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, Gereja Protestan Maluku dan

Perempuan Indonesia Maju.

Pembentukan kader keamanan pangan dari anggota komunitas sosial dan
kemasyarakatan tersebut melalui tahapan Bimbingan Teknis Keamanan Pangan.
Tujuan pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan kader keamanan pangan terhadap
prinsip keamanan pangan;

2. Meningkatkan keterampilan kader keamanan pangan terkait Teknik pembuatan
konten dan memanfaatkan media sosial (pembuatan video, pembuatan
infografis, manajemen media sosial);

3. Meningkatkan kemampuan kader keamanan pangan dalam melaksanakan dan
melaporkan KIE keamanan pangan.

Pada tahun 2024, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dilaksanakan secara
swakelola di 4 Kota, yaitu mewakili Wilayah Indonesia Barat di Kota Palembang, Kota
Tangerang, dan Kota Yogyakarta; mewakili Indonesia Timur di Kota Ambon. Pelatihan
Pemanfaatan Media Sosial untuk KIE Keamanan Pangan pada saat bimtek kader
keamanan pangan di 4 wilayah yang semula menggunakan jasa pihak ketiga yang
kompeten terhadap materi tersebut, tahun ini menggunakan Narasumber internal
karena sudah tersedia SDM yang kompeten. Dan ditambahkan dengan materi
Facilitator Skill dari Narasumber eksternal. Fasilitator untuk mendampingi setiap

kelompok melaksanakan simulasi dan praktik.

Sebanyak 277 orang peserta lulus Bimtek Kader KP dengan memenuhi persyaratan
nilai post test lebih dari 80.00. Pembahasan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan di
hotel untuk membahas hasil kegiatan bimtek Kader Keamanan Pangan bersama ormas
pada tanggal 4 Desember 2024. Hasil pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan

sebagaimana pada Tabel 12 berikut:




Tabel 12. Hasil Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan

No Tempat Tanggal Jumlah Rata-Rata | Rata-Rata | Delta | Kepuasan
Pre Tes Post Tes Pelanggan
1 | Hotel Sahid 7-8 Maret 70; 2 tidak lulus | 86,81 91,37 4,56 93,00%
Yogyakarta 2024 karena tidak
pre test
2 | Hotel Santika, | 2-3 Mei 2024 | 70, semua 87,38 94,30 7,10 98,90%
Ambon lulus
3 | Hotel Grand 21-22 Mei 60; 2 86,22 89,67 3,44 | 98,18%
Zuri, BSD 2024 mengundurkan
City, diri karena
Tangerang kecelakaan
4 | Hotel Salatin, | 28-29 Mei 82; 1 tidak lulus | 85,23 93,21 7,98 |97,58
Palembang 2024 post test <
80.00
Total 277
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Gambar 18. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Tahun 2024

Bimtek ini diselenggarakan oleh Direktorat PMPUPO bekerja sama dengan BB/BPOM
setempat. Semua peserta bimtek dibekali Kit Kader Keamanan Pangan sebagai alat peraga
yang akan membantu dalam melakukan bimtek ke komunitasnya. Kit tersebut terdiri dari:
a. Flipchart kecil untuk Kader Keamanan Pangan Nasional
Leaflet BPOM Mobile dan 5 Kunci Keamanan Pangan

b

c. Notebook dan pulpen

d. Flashdisk yang berisi materi bimtek
e

Tas jinjing BPOM




Materi yang disampaikan terkait SKKNI Keamanan Pangan, yaitu seperti tampak pada Tabel
13.

Tabel 13. Unit Kompetensi Bimtek Kader Keamanan Pangan

NO UNIT KOMPETENSI MATERI
1 | Melakukan Bimbingan | Kebijakan Keamanan Pangan
Teknis Kader Keamanan | 5 Kunci Keamanan Pangan Keluarga

Pangan  dan atau | Juknis Bimtek Kader Keamanan Pangan
Sosialisasi  Keamanan | Micro teaching dan praktek melakukan sosialisasi
Pangan KP
2 | Mengidentifikasi Cek KLIK
Penandaan/Label Pangan
Olahan
3 | Menggunakan Aplikasi | Aplikasi Keamanan Pangan (praktek)
Pelaporan Pangan
Olahan
4 | Tambahan Pengenalan BB/Balai POM

Desain Konten Media Sosial (infografis) dengan
menggunakan smartphone dan video (materi dan praktek)
Facilitation Skill

Target persentase kader yang berpartisipasi tahun 2024 adalah 224 orang dan hasil

capaiannya sebesar 99,58% dari target 95,5% yang artinya sudah melebihi target.

Bimtek Kader Keamanan Pangan dilaksanakan mendukung Pengarustamaan Gender

dengan evaluasi sebagai berikut:

1. Kader Keamanan Pangan yang dibentuk tahun 2024 terdiri dari 24,9% Laki-laki
dan 75,1% Perempuan sehingga dapat disimpulkan sudah melebihi target (12%
partisipasi peserta laki-laki).

2. Tahun 2024 juga sudah melibatkan Ormas Kepemudaan, Ormas Agama lain,
Organisasi Olahraga, dan Organisasi Disabilitas dan Kelompok Rentan tetapi
partisipasinya belum maksimal.

3. Penetapan lokus Indonesia Timur dapat dilakukan tetapi terbatas karena
berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Metode Bimtek dan KIE Online belum
dapat dipastikan efektifitaskan karena peserta dari wilayah tsb sering
mengalami kendala akses internet

4. Kajian peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat berdasarkan lokus,
jenis kelamin, kelompok umur, dan organisasi sedang dilakukan bersama
dengan mahasiswa magang skripsi dari IPB University dan akan berlanjut di
Tahun 2025.

5. Data terpilah kader dan sasaran sosialisasi keamanan pangan sudah dibuat
Database manual dalam bentuk gdrive (Google sheet) dengan pengolahan




manual. Penyusunan sistem database Kader KP telah diusulkan tetapi alokasi
anggaran dialihkan untuk kegiatan prioritas lainnya.

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan tersebut diantaranya adalah

1. Penggiatan partisipasi kelompok rentan/disabilitas, organisasi kepemudaan,
dan Organisasi Lintas Agama khususnya untuk WHDI, Nisyiren Shoshu, dan
PERKHIN melalui advokasi kepada narahubung Organisasi, serta penunjukkan
narahubung khusus terkait kegiatan pemberdayaan di bidang keamanan
pangan

2. Melanjutkan kajian efektivitas pembentukan kader keamanan pangan
melibatkan mahasiswa magang, dan peserta Pelatihan KTI

3. Pengayaan metode Bimtek dan KIE secara hybrid: peserta luring di UPT,
petugas pusat hadir serta melalui pengembangan e-learning Kader Keamanan
Pangan.

4. Pengembangan sistem database dan pelaporan kader

2. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator
Bisnis/Lembaga Lainnya

Bimtek Fasilitator Keamanan Pangan ini diikuti oleh 50 peserta yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan Fasilitator Nasional  yang berasal dari 11
Ormas/Asosiasi/Lembaga lainnya sebagai Penyuluh Keamanan Pangan untuk dapat
mendampingi dan mensosialisasikan tentang Keamanan pangan bagi UMK Pangan di
wilayahnya masing-masing. Bimtek dilaksanakan secara daring selama 2 (dua) hari pada
tanggal 24-25 April 2024, dengan narasumber berasal dari Dit. PMPUPOQO, Konsultan Cahyana
Puthut Wijanarka, MM, MH, dan Sharing Session dengan Juara Fasilitator Nasional Tahun
2024.

Evaluasi kegiatan Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan dilakukan dengan menggunakan
Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan menggunakan Google Form setelah kegiatan
selesai dilaksanakan. Hasil akhir dari survei menunjukkan nilai 91,34 dengan mutu pelayanan

dan kinerja unit pelayanan bernilai A artinya kinerja unit pelayanan sangat baik.

Tabel 14. Nilai Interval Konversi (NIK) pada Survei Kepuasan Peserta Bimtek

Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan Kinerja Unit Kerja
(NIK) Pelayanan Publik
25,00 - 64,99 D Tidak baik
65,001 76,60 C Kurang baik
76,611 88,30 B Baik
88,321 100,00 A Sangat baik




Pada evaluasi ini para peserta juga menyampaikan saran dan masukan, diataranya adalah

dagar materi yang disampai kan I ebih ringan da
itu ada juga yang memberi saran o0Jika di mungk
di BPOM bisa diakses baran g k a | i bisa jadi referensi unt uk

secara berkala antar Fasnas dan menyel enggar a
rata-rata mengapresiasi kegiatan ini karena sudah terselenggara dengan baik.

Tabel 15. Hasil Survei Kepuasan Peserta Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi
Ormas/Asosiasi/Inkubator Bisnis/Lembaga Lainnya

Unsur Deskripsi Hasil
Ul 1 | Persyaratan Pelayanan 85,96
uz2 2 | Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan 89,47
U3 | 3 | waktu Pelayanan 87,72 88,74
4 | Waktu Penyelesaian 88,60
5 Respon/Kecepatan Petugas 89,91
u4 6 | Biaya/Tarif Pelayanan 95,18
us 7 | Kesesuaian Produk Pelayanan 93,86
U6 8 | Kompetensi Petugas 92,11
u7 9 | Perilaku Petugas 93,86
U8 | 10 [ Penanganan Pengaduan 91,23
U9 | 11 | Sarana dan Prasarana 91,67
Total 91,34
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan A
Kinerja Unit Pelayanan SANGAT BAIK

3. Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk.I

Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan dengan peserta yaitu komunitas mahasiswa dari
Perguruan Tinggi melalui Program Pangan Aman Goes to Campus telah dilaksanakan
sebanyak 2 batch pada tahun 2024. Pelatihan ini dilaksanakan secara swakelola oleh
Direktorat PMPUPO dengan Narasumber berasal dari Direktorat PMPUPO, Pusat
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Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), dan Pihak ke-3 (Catalyst Consulting).
Peserta pelatihan sebanyak 247 mahasiswa (Batch 1 = 122 mahasiswa dan Batch 2 = 125

mahasiswa).

Selanjutnya mahasiswa memberikan evaluasi/feedback terhadap penyelenggaraan
pelatihan dan Mentor/Narasumber yang memberikan materi pelatihan. Evaluasi ini bertujuan
untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan sekaligus sebagai

bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelatihan di waktu mendatang.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Program PAGC-MBKM pada Tahun 2024, dengan
responden mahasiswa aktif program PAGC-MBKM, menunjukkan bahwa lebih dari 80%

responden menyatakan bahwa:

1. Produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil
yang diberikan produk/jasa layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan
dengan hasil yang diberikan sesuai hingga sangat sesuai.

2. Setuju-sangat setuju bahwa petugas sopan dan mampu berkomunikasi dengan baik
(tulisan atau verbal).

Kompetensi petugas dalam pelayanan memadai-sangat memadai
Penanganan pengaduan pada unit layanan ini baik.
Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai bahkan sangat sesuai dengan

yang ditetapkan unit layanan ini.

Adapun kendala yang dihadapi peserta selama mengikuti pelatihan secara daring yaitu
kendala jaringan internet yang tidak stabil sehingga peserta keluar masuk zoom saat
pelatihan berlangsung. Selanjutnya seluruh peserta telah memberikan tanggapan yang baik
terhadap pelaksanaan pelatihan ini namun beberapa peserta mengusulkan agar pelatihan
dilakukan secara offline dan waktu pelatihan terlalu padat sehingga terlalu lama melihat layar

device.

4. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka Pendampingan Penerapan
CPPOB/HACCP di UMKM

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan PKP Muda dilakukan oleh lembaga
penyelenggara pelatihan. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam
mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan Pelatihan. Evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan
pelatihan secara keseluruhan sebagai bahan untuk perbaikan dan pengembangan pelatihan

berikutnya.




Evaluasi dilakukan melalui kuisioner evaluasi pelatihan/bimtek yang diisi oleh peserta
pelatihan/bimtek. Kuisioner evaluasi disusun dengan menggunakan 5 skala (1 s.d 5) dengan
kategori skala :

<1,50 : Sangat kurang

1,50-2,49 : Kurang

2,50-3,49 : Netral

3,50-4,49 : Baik

4,50-5,00 : Sangat Baik.

Evaluasi pelatihan ini menggunakan Model Kirkpatrick yang dilakukan hingga evaluasi level
2, yaitu:
A. Evaluasi Level 1

Evaluasi Level 1 bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan

terhadap penyelenggaraan pelatihan. Kualitas proses atau pelaksanaan suatu

pelatihan dapat diukur melalui tingkat kepuasan pesertanya. Kepuasan peserta

terhadap penyelenggaraan atau proses suatu pelatihan akan berimplikasi langsung

terhadap motivasi dan semangat belajar peserta dalam pelaksanaan pelatihan.

Evaluasi level 1 dilakukan terhadap pengajar/fasilitator dan penyelenggaraan.

1) Evaluasi Pengajar/Fasilitator
Evaluasi dilakukan terhadap kualitas pengajar/fasilitator dalam memberikan
materi dan/atau memfasilitasi proses pembelajaran dalam pelaksanaan
Pelatihan. Formulir evaluasi pengajar/fasilitator dibagikan kepada peserta
pelatihan setiap akhir sesi materi oleh pengajar/fasilitator dengan menggunakan
formulir Evaluasi Level 1: Evaluasi Pengajar/Fasilitator. Setiap peseta pelatihan
wajib mengisi formulir evaluasi sebagai bahan masukan dalam rangka
perbaikan penyelenggaraan Pelatihan untuk masa yang akan datang.

Evaluasi Kualitas Narasumber pada Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh

Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan indeks 4.91 dengan rincian nilai indeks

untuk narasumber Ratih Woro Anggraini sebesar 4.93 dan Muhammad Ruliawan

Salim sebesar 4.89.

2) Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
Evaluasi Penyelenggaraan dan Fasilitas Pelatihan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda mendapatkan indeks sebesar 4.76

dengan rincian per parameter evaluasi seperti terlihat pada Tabel 15:




Tabel 15. Evaluasi Penyelenggaraan dan Fasilitas Pelatihan Pelatihan Berbasis
Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda

No | Parameter Evaluasi Indeks Total
Kesiapan dan ketersediaan sarana dan

1 prasarana fasilitas pelatihan 4.68
Lingkungan dan suasana lingkungan dalam mendukung proses

2 | pembelajaran dalam pelatihan 4.68

3 Ketepatan waktu pelaksanaan pelatihan 4.86

4 Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan pelatihan 4.89

5 Pelayanan yang diberikan panitia pelatihan terhadap peserta 4.75

6 Kualitas materi pelatihan/bimtek dari awal sampai dengan akhir 4.93

7 Konsumsi Peserta selama Pelaksanaan Pelatihan 4.54

Rata-Rata 4.76

Adapun masukan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh
Keamanan Pangan (PKP) Muda Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan (PMPUPOQO) Badan POM, yaitu:

a. Selain penjelasan, dilakukan pemberian contoh pengisian untuk setiap formulir,
dan sebaiknya juga ada pendampingan
Pada materi CPPOB durasi terlalu lama
Waktu disesuaikan agar lebih panjang untuk membuat tugas

Sebaiknya pelatihan acara tidak di bulan Ramadhan

®© oo T

Adanya informasi terkait perlengkapan yang harus dibawa peserta untuk
mempermudah pengerjaan tugas
f.  Adakan pelatihan di luar Ramadhan dan tambah kuota, dan tetap adakan pelatihan

secara luring

B. Hasil Evaluasi Level 2
Evaluasi Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPQO) Badan POM
dilakukan oleh peserta bersama dengan widyaiswara/narasumber/fasilitator pendidikan
dan/atau pelatihan, dilakukan pada waktu pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan.
Evaluasi dilaksanakan melalui metode pemberian tugas yang nantinya berkontribusi
sejumlah 90% pada nilai akhir kelulusan dan 10% berasal dari penilaian sikap dan

perilaku peserta selama pelatihan dengan indikator kedisiplinan dan integritas.




SASARAN Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap
KEGIATAN 2 Keamanan Mutu dan Gizi Makanan

Indikator IKK.1 Persentase Kab/kota yang menerapkan peraturan
Kinerja Utama 1 | keamanan pangan untuk IRTP

1. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Keamanan Pangan untuk IRTP

Dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perlindungan, kemudahan, dan
pemberdayaan UMK, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan
program untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMK di seluruh Indonesia.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 mengamanahkan adanya kemudahan, dan pemberdayaan UMK juga penetapan kerangka
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berlaku dalam sektor Obat dan
Makanan. BPOM mendukung kemudahan perizinan berusaha antara lain dengan menerbitkan
Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur standar kegiatan usaha dan produk
pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor obat dan makanan.

BPOM telah mengembangkan aplikasi SPP-IRT (sppirt.pom.go.id) yang telah terintegrasi
dengan OSS RBA sebagai kanal penerbitan SPP-IRT sekaligus sebagai database serta tool
pengawasan pre-market IRTP yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Namun
dalam implementasi penerbitan SPP-IRT yang dilakukan Pemerintah Daerah serta dalam proses
integrasi dengan sistem OSS, terdapat hal-hal yang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan
lintas sektor terkait, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerbitan SPP-
IRT termasuk pemenuhan komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan kegiatan
ini adalah untuk mengetahui kepatuhan implementasi penerbitan SPP-IRT oleh Pemerintah
Daerah, kendala serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kondisi
pengawasan pre-market sesuai ketentuan.

Untuk mengetahui level pemenuhan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal
pengawasan pre market IRTP, perlu dilakukan kajian dalam rangka kegiatan monitoring dan
evaluasi. Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi level kepatuhan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam penerbitan SPP-IRT sebagai bentuk pengawasan pre market IRTP.

Berdasarkan data penerbitan SPP-IRT, jumlah SPP-IRT terbit untuk Tahun 2021 sebanyak 8.416,
Tahun 2022 sebanyak 125.045, dan Tahun 2023 sebanyak 174.527, Tahun 2024 sebanyak
154.276 sehingga total SPP-IRT terbit pada tahun 2024 sebanyak 462.264. Dengan rincian SPP-
IRT yang telah dilakukan verifikasi label berjumlah 119.555 (125,89%) verifikasi Penyuluhan
Keamanan Pangan 39.933 (21,74%), dan verifikasi sarana 18.280 (3,96%). Kajian ini dilakukan
dengan mengumpulkan data dari 90 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, melalui survei dan
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wawancara dengan petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Analisis data dilakukan dengan

mengacu pada kriteria kesesuaian yang ditetapkan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam hal penerbitan SPP-IRT, sebanyak 40 Kabupaten/Kota

memenuhi ketentuan. Meskipun sebagian besar Kabupaten/Kota telah memenuhi kriteria

kesesuaian dalam penerbitan SPP-IRT, masih diperlukan peningkatan dalam pengawalan

pemenuhan komitmen IRTP. Diperlukan upaya untuk memperluas cakupan penyuluhan,

pelaksanaan pemeriksaan sarana dan peningkatan verifikasi pemenuhan komitmen melalui

aplikasi sppirt.pom.go.id. Data Kabupaten/Kota yang menerbitkan SPP-IRT sesuai standar 2023
dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Data Kabupaten/Kota yang Menerbitkan SPP-IRT sesuai Standar 2023

No Provinsi Kabupaten/Kota Kriteria No Provinsi Kabupaten/Kota Kriteria
Penerbitan Penerbitan
SPP-IRT SPP-IRT
1 | Bali Kabupaten Sesuai 21 | Riau Kota Pekanbaru Sesuai
Badung
2 | Bali Kabupaten Sesuai 22 | Bengkulu Kabupaten Kaur Sesuai
Karangasem
3 | Jawa Timur | Kabupaten Sesuai 23 | Bengkulu Kabupaten Sesuai
pasuruan Rejang Lebong
4 | Jawa Timur | Kota Pasuruan Sesuai 24 | Aceh Kabupaten Pidie Sesuai
Jaya
5 | Jawa Timur | Kabupaten Sesuai 25 | Kalimantan Kabupaten Sesuai
Tuban Barat Mempawah
6 | Jawa Timur | kabupaten Blitar Sesuai 26 | Kalimantan Kabupaten Sesuai
Barat Kayong Utara
7 | Jawa Timur | Kabupaten Sesuai 27 | Kalimantan Kota Pontianak Sesuai
Bojonegoro Barat
8 | Jawa Kabupaten Sesuai 28 | Kalimantan Kabupaten Sesuai
Tengah Cilacap Barat Sambas
9 | Jawa Kabupaten Sesuai 29 | Kalimantan Kabupaten Kutai Sesuai
Tengah Banyumas Timur Timur
10 | Jawa Kabupaten Pati Sesuai 30 | Kalimantan kabupoaten Sesuai
Tengah Timur Penajam Paser
Utara
11 | Jawa Kota Semarang Sesuai 31 | Kalimantan Kota Sesuai
Tengah Tengah Palangkaraya
12 | Jawa Timur | Kota Blitar Sesuai 32 | Sulawesi Kota Kendari Sesuai
Tengggara
13 | Jawa Timur | Kabupaten Sesuai 33 | Sulawesi Kota Palu Sesuai
Jember Tengah
14 | DI Kabupaten Sesuai 34 | Sulawesi kabupaten Buton Sesuai
Yogyakarta | Kulonprogo Tenggara Selatan
15 | Aceh Kabupaten Aceh Sesuai 35 | Sulawesi Kabupaten Sesuai
Tamiang Tenggara Konawe Selatan
16 | Sumatera Kabupaten Ogan Sesuai 36 | Sulawesi Kabupaten Sesuai
Selatan Ilir Tenggra Kolaka




No Provinsi Kabupaten/Kota Kriteria No Provinsi Kabupaten/Kota Kriteria
Penerbitan Penerbitan
SPP-IRT SPP-IRT
17 | Aceh Kabupaten Aceh Sesuai 37 | Nusa Lombok Barat Sesuai
Utara Tenggara
Barat
18 | Nusa Kabupaten Timor Sesuai 38 | Jawa Kota tegal Sesuai
Tenggara Tegah Utara Tengah
Timur
19 | Jawa Kota salatiga Sesuai 39 | Jawa Kabupaten Sesuai
Tengah Tengah Purbalingga
20 | Jawa kabupaten Sesua 40 | Kalimantan Kabupaten Sesuai
Tengah Magelang Utara Nunukan

2. Pengembangan Materi Keamanan Pangan untuk IRTP

Pada tahun 2024 telah disusun Modul Keamanan Pangan untuk pelaku usaha IRTP. Modul
tersebut digunakan untuk bimtek Penyuluhan keamanan Pangan untuk IRTP. Modul tersebut
dapat digunakan oleh Petugas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan maupun petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ketika menjadi narasumber pada

kegiatan Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan tersebut. Judul-judul modul antara lain:

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Cemaran Pangan untuk IRTP
2. Pedoman Penggunaan BTP untuk IRTP

Modul ini disusun bersama dengan Bapak Jamal Zamrudi yang merupakan pendiri sebuah
lembaga pelatihan di bidang keamanan pangan dan memiliki latar belakang yang kuat sebagai
auditor dalam bidang keamanan pangan. Penyusunan modul ini terdiri dalam beberapa tahapan

di antaranya :

1. Brainstorming informasi yang perlu di cantumkan dan layout modul
2. Penyusunan Modul
3. Review Modul
Dengan disusunnya modul ini diharapkan Pelaku Usaha, Petugas Dinas Kesehatan, dan Petugas

Pengawasan di BPOM bisa mendapatkan panduan yang lebih mudah digunakan.




SASARAN Meningkatnya Peran Serta Pemerintah Daerah Terhadap
KEGIATAN 2 Keamanan Mutu dan Gizi Makanan

Indikator Kinerja | Jumlah kab/kota yang menerapkan program keamanan
Utama 2 pangan (Desa Pasar Sekolah)

1. Gebyar Keamanan Pangan Sekolah

BPOM senantiasa melaksanakan program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE),
membudayakan praktek keamanan pangan serta melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai konsumen cerdas
menuju masyarakat Indonesia yang meningkat derajat kesehatannya.

Hari Keamanan Pangan Dunia i World Food Safety Day (WFSD) diperingati setiap tanggal 7 Juni
adalah momentum global yang diinisiasi oleh WHO dan FAO untuk meningkatkan kesadaran
tentang pentingnya keamanan pangan. Tahun 2024 merupakan tahun ke-6 perayaan WFSD
dengantemaFood Safety: fAPrepar eKeamananpangan: Kasiagsiagaanc t e d
untuk kondisi yang tidak terduga). Tema ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam
menghadapi insiden keamanan pangan melalui kolaborasi dan partisipasi dari pemerintah, pelaku

usaha pangan dan juga konsumen.

Dalam rangka memperingati WFSD Tahun 2024, BPOM melaksanakan serangkaian kegiatan
diantaranya adalah pameran keamanan pangan dan Gebyar Informasi dan Edukasi Keamanan
Pangan untuk meningkatkan kreativitas, adaptabilitas, dan semangat inovatif generasi Z sebagai
solusi untuk selalu siap siaga menghadapi tantangan dan situasi yang tak terduga dalam dunia
saat inidengantajuk A WF SD 2024 EXx p oyang disélenggarakanaphda tanggal 4 - 5
Juni 2024 di One Satrio, CBD Mega Kuningan, Jakarta. Dokumentasi penyelenggaraan i WF S D
2024 Expo xdagaediilhat pada Gambar 19.
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Gambar 19. Dokumentasi Penyelenggaraan WFSD 2024 x Zestival

2. Koordinasi Lintas Sektor Keamanan PJAS

Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan Proyek
Prioritas Nasional Kab/ Kota yang diintervensi Keamanan Pangan PJAS tertuang dalam Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dan RPJMN 2020-2024. Program ini bertujuan untuk 1) Mengawal PJAS aman, bermutu, dan
bernutrisi; dan 2) Memberdayakan Komunitas Sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Siswa, Orang
Tua, dan Pedagang) agar mampu dan mandiri melindungi diri dan keluarganya dari produk
pangan yang berisiko terhadap kesehatan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPOM melalui Dit. PMPUPO terus melakukan
Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait keamanan PJAS di Tingkat Pusat dan Daerah (UPT
BPOM serta Pemerintah Daerah). Di Tingkat Pusat, Badan POM setiap tahun selalu
berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait
Kolaborasi Program PJAS dengan RAN PIJAR (Rencana Aksi Nasional Peningkatan
Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja). BPOM berpartisipasi sebagai Tim RAN PIJAR
(BPOM sudah masuk ke dalam SK yang ditetapkan) dan BPOM mendukung lima strategi RAN
PIJAR dengan pro aktif mengupdate data capaian aksi nyata PJAS pada matriks RAN PIJAR
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serta berupaya hadir dalam pertemuan sebagai bentuk sosialisasi program PJAS ke lintas sektor
terkait.

Selain itu, berikut beberapa pertemuan yang dihadiri dalam rangka koordinasi terkait PJAS
dengan Kementerian/Lembaga pada tahun 2024, antara lain:

1. Workshop Pemangku Kepentingan Multisektoral tentang Kantin Sekolah Sehat di
Indonesia yang diadakan Kemendikbud Ristek pada tanggal 28 Februari 2024

2. Pembahasan Pedoman Nasional Kantin Sekolah Sehat yang diadakan Kemendikbud
Ristek, UNICEF, dan Kemenkes pada tanggal 22 Mei, 8 Juli, 29 Agustus 2024

3. Pertemuan tim penyusun Panduan Literasi Finansial dan Pendidikan Kesehatan yang
diadakan Kemendikbud Ristek pada tanggal 31 Mei, 27 Juni, 15-17 Juli 2024

4. Analisis Hasil Uji Keterbacaan dan Perbaikan Panduan Pendidikan Kesehatan, serta
Penyempurnaan Panduan Mata Pelajaran SMK Gelombang Il yang diadakan
Kemendikbud Ristek pada tanggal 22-23 Agustus 2024

Pada tahun 2024, Dit. PMPUPO telah melaksanakan koordinasi di tingkat daerah dalam rangka
kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS dengan 42 BB/BPOM beserta Pemerintah
Daerah (87 Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan secara daring. Koordinasi ini diharapkan dapat
meningkatkan komitmen lintas sektor di daerah dalam melaksanakan pemberdayaan komunitas
sekolah serta mereplikasi program keamanan PJAS. Dokumentasi pelaksanaan koordinasi
terlihat pada Gambar 20 berikut.
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Gambar 20. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan PJAS




Pada kegiatan advokasi lintas sektor Koordinasi Lintas Sektor PJAS di tingkat daerah dihadiri
oleh Gubernur/Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah serta OPD terkait seperti Bappeda, Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari koordinasi ini dilakukan
penandatanganan komitmen program intervensi keamanan PJAS dan rekomendasi program

intervensi keamanan PJAS yang akan dilakukan bersama selama 1 (satu) tahun ke depan.

3. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Desa Pangan Aman

Untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah, Badan POM telah menginisiasi program dan
kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis masyarakat yaitu Program Desa Pangan
Aman sejak tahun 2014. Program ini diintegrasikan bersama program Pasar Pangan Aman
Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman menjadi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Sadar Pangan Aman yang dilaunching pada tahun 2017. Program Desa Pangan Aman adalah
bentuk intervensi keamanan pangan kepada komunitas masyarakat agar menjadi mandiri dalam
hal keamanan pangan. Intervensi dilakukan melalui sisi supply yaitu melalui kegiatan pembinaan
pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel yang ada di desa dan sisi demand yaitu melalui
kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat yang paham dan cerdas dalam
melakukan edukasi keamanan pangan. Untuk keterpaduan pelaksanaan intervensi keamanan
pangan tersebut, pada tahun ini BPOM melakukan koordinasi terkait keamanan pangan kepada
pemangku kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota di

seluruh Indonesia.

Advokasi Keamanan Pangan

Pertemuan Advokasi kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk melakukan sosialisasi program
Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif melalui
pemberdayaan masyarakat dan pendampingan kepada pelaku usaha termasuk upaya mendorong
Pemerintah Daerah untuk mereplikasi program pemberdayaan keamanan pangan di daerah, salah
satunya Desa Pangan Aman. Advokasi dilaksanakan dalam 2 batch untuk regional barat serta
regional tengah dan timur. Advokasi regional barat dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024 secara
hybrid yaitu luring di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat dan daring menggunakan webinar zoom
meeting dan ditayangkan secara live di akun YouTube klubpompi Direktorat Pemberdayaan
Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM. Sedangkan advokasi regional tengah dan
timur dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024. Flyer kegiatan Advokasi Keamanan Pangan Regional

Barat seperti pada Gambar 21.




ADVOKASI KEAMANAN PANGAN
REGIONAL BARAT

Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam F Program
Masyarakat di Bidang Keamanan Pangan

Narasumber:
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Gambar 21. Flyer Advokasi Keamanan Pangan Regional Barat

Peserta advokasi keamanan pangan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kab/Kota. Adapun narasumber advokasi keamanan regional barat
sebagai berikut:
Melaksanakan Pemberdayaan Keamanan Pangan Secara Aktif melalui Pemberdayaan
Masyarakat dan Pendampingan kepada Pel aku

0 Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dengan materi

0 Deputi Pengawasan Pangan Ol ahan, BPOM deng

ADukungan Kementerian Dalam Negeri terhadap

yang dil akukan ol eh Pemerintah Kabupaten/ Kot

0 Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas dengan materi

iKeamanan Pangan dan SinkronisasiiDRaeerrearhcoan a e

Hasil dari advokasi keamanan pangan ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat
mengimplementasikan intervensi keamanan pangan di sepanjang rantai pangan melalui
penguatan kolaborasi dan sinergisme program di masing-masing daerah. Pemerintah Daerah juga
perlu melakukan perencanaan program keamanan pangan yang dapat disinergikan dengan
program yang sudah ada di daerah melalui penganggaran secara mandiri menggunakan APBD
untuk memastikan keberlanjutan program keamanan pangan. Dalam pelaksanaan program
keamanan pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan replikasi program pemberdayaan
masyarakat yang telah diinisiasi oleh Badan POM seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman
Berbasis Komunitas, Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang dapat




dikembangkan dengan melakukan inovasi program berbasis masyarakat sesuai dengan kearifan
lokal di masing-masing daerah.

ADVOKASI KEAMANAN PANGAN
REGIONAL BARAT
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Gambar 22. Dokumentasi Kegiatan Advokasi Keamanan Pangan

Pertemuan Teknis Germas Sapa

Badan POM telah menginisiasi program dan kegiatan di bidang keamanan pangan yang berbasis
masyarakat yaitu Program Desa Pangan Aman, Program Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Program ini diintegrasikan melalui
kegiatan Germas Sapa, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman yang
diluncurkan pada tahun 2017 oleh Menko PMK. Germas Sapa merupakan program berbasis
komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan pangan di
sepanjang rantai pangan dengan memberikan intervensi di sisi supply yaitu melalui kegiatan
pendampingan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan baik produsen maupun ritel dan
sisi demand yaitu melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat agar menjadi

mandiri dan memiliki pemahaman yang baik terkait keamanan pangan.

Pada 21 Juni 2024 telah dilaksanakan pertemuan teknis Germas Sapa di auditorium Gedung
Merah Putih Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertemuan ini mengusung tema Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul
dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
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Gambar 23. Kegiatan Pertemuan Teknis Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman
2024

Pertemuan Teknis Germas Sapa bertujuan untuk :

1) Melakukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan Germas Sapa kepada pelaksana
teknis di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota dan desa/kelurahan.

2) Memberikan informasi kepada daerah terkait contoh pelaksanaan Germas Sapa yang
sudah berhasil dilakukan oleh beberapa daerah.

3) Memberikan apresiasi kepada stakeholder (Desa/Kelurahan, Sekolah, Pasar) yang telah
mengimplementasikan program keamanan pangan dengan baik.

4) Memberikan apresiasi kepada UPT BPOM yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terbaik.

Pertemuan Teknis Germas Sapa dihadiri oleh 674 peserta secara daring dan 230 peserta secara
luring. Peserta berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kab/Kota, Pemerintah Desa, Sekolah, Pengelola Pasar, Desa Pangan Aman, Pasar
Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman, serta UPT BPOM di
seluruh Indonesia. Kegiatan ini juga turut dihadiri secara luring oleh PJ Bupati Kab. Boalemo,
Gorontalo, PJ Bupati Klungkung, Bali, dan PJ Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.
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Gambar 24. Dokumentasi Kegiatan Germas Sapa

Kegiatan dibuka oleh Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Dr. Dra. L. Rizka Andalusia,

Apt., M.Pharm., MARS. Adapun rincian pelaksanaan Pertemuan Teknis Germas Sapa adalah:
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Penyerahan apresiasi kepada pemenang lomba Desa Pangan Aman, Pasar Pangan

Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman

Penyerahan apresiasi kepada UPT BPOM yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan terbaik

Forum Dialog fiGerakan Masyarakat Hidup Seha:
SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia Emas
20450 dengan mat er i Sinergi program pembe
Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat

dan Pelaku Usaha Pangan Olahan serta sharing experience terkait success story di
daerah pada pelaksanaan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan
Aman.

Narasumber Success Story pada pertemuan tersebut adalah:

Sekretaris Desa Karang Bunga, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan : Agus
Supriadi, S.Pd. yang menjadi Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman regional barat tahun

2023.

Kepala Pasar Sudha Merta, Kota Denpasar, Bali : | Made Sarja, SH.




E Kepala SMPN 1 Lamongan, Jawa Timur : Yayuk Setia Rahayu, S.Pd., S.Sn., M.Pd.

Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan Program Pemberian Makanan Tambahan
(PMT) Berbahan Pangan Lokal

Badan POM dan Kementerian Kesehatan bersinergi untuk mengatasi permasalahan gizi di

Indonesia khususnya untuk pencegahan stunting yaitu sinergi antara Program Desa Pangan Aman
dan Program PMT Berbahan Pangan Lokal. Sinergi ini dilakukan dalam rangka mengolaborasikan
intervensi sensitif dan intervensi spesifik agar masyarakat menerima manfaat yang lebih besar.

Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbahan Pangan Lokal bertujuan untuk :

1. Memberikan makanan tambahan berbahan pangan lokal dapat memenuhi aspek keamanan,
mutu dan gizi pangan dan;

2. Memberdayakan usaha pangan di desa agar memenuhi persyaratan cara produksi pangan
yang baik sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penyiapan PMT serta dapat

meningkatkan nilai tambah ekonomi untuk masyarakat desa

Mekanisme pelaksanaan sinergi adalah intervensi pada sisi demand yaitu sosialisasi dan edukasi
berupa bimbingan teknis dan praktek keamanan pangan dan penyiapan pangan bergizi kepada
kelompok Ibu Hamil dan Ibu Memiliki Balita yang menjadi target diberikan PMT, serta intervensi
pada sisi supply yaitu pendampingan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
kepada pelaku usaha pangan siap saji/dapur rumah tangga yang menyiapkan makanan tambahan
dan/atau Rumah produksi komunitas yang menjadi tempat penyiapan makanan tambahan. Sinergi
program ini telah dilaunching oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Menteri
Kesehatan pada tanggal 14 Oktober 2024 di Kampoeng Mataraman, Kalurahan Panggunghatrjo,
Kabupaten Bantul, D.l. Yogyakarta dan ditayangkan secara langsung melalui zoom dan YouTube

@bpom.official.
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Gambar 25. Sinergi Program Desa Pangan Aman dengan PMT Berbahan Pangan Lokal

Pada kegiatan ini dilaksanakan kunjungan ke Rumah Produksi Komunitas (RPK) Kelurahan
Panggungharjo yang difungsikan sebagai tempat penyiapan PMT dan melihat kegiatan di RPK saat
memproduksi PMT dilanjutkan dialog dengan pelaksana sinergi program Desa Pangan Aman
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dengan PMT Berbahan Pangan Lokal di Bali, Bengkulu, dan Maluku. Selain itu, dilaksanakan
edukasi keamanan pangan dan pemberian PMT Berbahan Pangan Lokal secara langsung ke
penerima PMT.

Kegiatan ini dilaksanakan secara luring yang dihadiri oleh 150 orang yang terdiri dari
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kab. Bantul,
Pemerintah Kab. Kulon Progo, Pemerintah Kab. Gunung Kidul, Pemerintah Kab. Sleman,
Pemerintah Kota Yogyakarta, Puskesmas Sewon, Pemerintah Kelurahan Panggungharjo,
perwakilan dari Perguruan Tinggi, dan CSR dari Pegadaian.

Adapun Peserta daring yang hadir berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, UPT BPOM,
Pemerintah Kab/Kota (Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Dinas Koperasi dan UKM, seluruh Puskesmas penerima DAK PMT Berbahan Pangan Lokal,
Pemerintah Desa/Kelurahan, perwakilan Perguruan Tinggi, dan Orang Tua Angkat. Kapasitas
zoom terpenuhi sebanyak 1.000 akun. UPT BPOM bersama lintas sektor menyimak di zoom
bersama-sama di Kabupaten/Kota yang diintervensi Desa Pangan Aman. Kegiatan yang dilakukan
oleh UPT BPOM sekaligus untuk mengadvokasi pemerintah daerah agar melakukan replikasi
Program Desa Pangan Aman dan disinergikan dengan PMT berbahan pangan lokal. Selain itu,
Peserta yang menyimak live melalui YouTube sebanyak 575 orang dan kegiatan ini sudah ditonton
sebanyak 3.300 kali di YouTube @bpom.official per tanggal 15 Oktober 2024.

2. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia, Badan POM
menyelenggarakan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yang merupakan
revitalisasi program Pasar Aman Bebas dari Bahan Berbahaya. Untuk memperkuat sistem program
PPABK diperlukan upaya-upaya sistematik dan berkesinambungan, diantaranya adalah exit
strategi berupa pelaksanaan replikasi PPABK oleh Pemerintah Daerah secara mandiri serta upaya

penguatan komunitasi komunitas di pasar.

Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas yang bertujuan dari Focus Group Discussion ini adalah (a) melakukan advokasi
program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada pemangku kepentingan di daerah dan
komunitas; (b) menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program
bersama Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas; dan (c) meningkatkan koordinasi secara
sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan aksi Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas di daerah.




Pada tahun 2024 ini, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pasar Pangan Aman
Berbasis Komunitas pada tanggal 28 Mei 2024 di di Hotel Royal Tarakan, Kalimantan Utara.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ibu Ema Setyawati, SSi., Apt., ME (Plt. Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan) serta sambutan dan pembukaan dari Dr. Bustan, S.E., M.Si (Pj.
Walikota Tarakan).

Narasumber pada kegiatan FGD ini berasal dari perwakilan dari BPOM dan Kementerian terkait

sebagai berikut:

- Ruki Fanaike, STP, MSi (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan), menyampaikan materi terkait Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

- Herianto Baan, Ssi.,, Apt. (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tarakan),
menyampaikan materi Hasil Intervensi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di

Provinsi Kalimantan Utara.

- Ibnu Adam, STP (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) menyampaikan materi
Dukungan Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

- Hj. Hasmirah., SH (Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan
Utara) menyampaikan materi menyampaikan materi Paparan terkait Pengelolaan Pasar di
Kalimantan Utara.

- Elisa Maulidya Saputri, S.TP., M.Sc (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kalimantan Utara) menyampaikan materi menyampaikan materi Paparan terkait Sistem

Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar.

Kemudian peserta yang hadir pada FGD sebanyak 33 orang yang berasal dari Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten/ Kota di seluruh Kalimantan Utara, Dinas Kesehatan Kota Tarakan,
Bappeda Kota Tarakan, Dinas Perikanan Kota Tarakan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tarakan,
dan Pengelola Pasar yang diintervensi tahun 2020 i 2024, dan Balai POM di Tarakan

Rencana tindak lanjut yang tertuang dalam komitmen bersama dari FGD ini sebagai berikut:

a) Pemerintah Daerah berkomitmen mewujudkan pasar yang sehat, aman dari bahan
berbahaya berbasis komunitas.

b) Perlunya kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah (Pemerintah Pusat, Balai Besar POM dan
OPD terkait), akademisi, media, produsen pangan dan masyarakat tingkat provinsi dan
kabupaten/ kota dan lintas provinsi untuk memperluas jangkauan pasar yang diintervensi dan

meningkatkan keamanan pangan.




c) Perlunya penguatan serta aktivasi komunitasi komunitas yang ada di pasar (pengelola pasar,
pedagang, pembeli, pemasok, paguyuban pedagang dan lainnya) untuk turut berperan aktif
dalam peningkatan literasi pasar, memastikan pangan yang dijual aman dari bahan
berbahaya serta sesuai dengan cara peredaran pangan olahan dan pangan segar yang baik.

d) Perlunya pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
(TKPPOM) di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri nomor 700/6206/sj tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat Dan
Makanan di Daerah.

e) Perlunya pengawasan bersama di sepanjang rantai pangan oleh TKPPOM sehingga temuan
bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan baik di tingkat produsen/ UMKM/ IRTP
maupun di pasar dapat ditelusuri sumber / pemasoknya serta ditindaklanjuti dengan
pembinaan dan/ atau memberikan sanksi sampai menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

f) Perlu adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang kuat terkait
penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar baik pasar swalayan, pasar rakyat (pasar daerah
dan pasar desa) maupun online termasuk didalamnya pengawasan terhadap penjual bahan
kimia berbahaya.

g) Perlunya penguatan kelembagaan pasar dilakukan melalui :

0 Pembinaan SDM: pembentukan kader keamanan pangan, pemberdayaan komunitas
pasar (pengelola pasar, pedagang dan konsumen)

0 Manajemen pasar, peningkatan sarana dan prasarana pasar yang memenuhi standar
pasar sehat, pasar SNI, dan pasar pangan aman berbasis komunitas.

h) Penguatan regulasi tentang keamanan pangan di daerah dapat melalui peraturan daerah
atau peraturan Gubernur/ Walikota/ Bupati.

i) Pemerintah Kabupaten/Kota perlu melakukan replikasi Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas dengan melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar,
bimtek kader/ fasilitator pasar, sampling dan atau pengujian pangan yang beredar di pasar.

j) Perlu dukungan dari BAPPEDA Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota, atau SKPD yang
membidangi perencanaan terhadap program keamanan pangan yang menyentuh kebutuhan
masyarakat dalam hal pengawasan bahan berbahaya melalui rancangan RPJMD.

k) Pemberian reward dari pemerintah daerah untuk pasar yang menerapkan Pasar Pangan
Aman Berbasis Komunitas berupa sertifikat dan papan nama pasar pangan aman berbasis
komunitas.

[) Perlu pembagian wewenang yang jelas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang
pengawasan peredaran bahan berbahaya.

m) Perlunya gerakan masyarakat secara bersama-sama, massive, sistematis, dan berkelanjutan

untuk menciptakan kondisi pangan aman di pasar termasuk jalur distribusinya.
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Gambar 26. Pelaksanaan FGD dalam rangka Koordinasi Lintas Sektor Pasar Pangan Aman
Berbasis Komunitas

3. Pengembangan Materi Promosi Keamanan Pangan Program PJAS

Keamanan pangan adalah aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Pangan yang
aman dan berkualitas tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang sehat,
tetapi juga mencegah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi. Dalam era
globalisasi dan perkembangan teknologi pangan, pemahaman tentang keamanan pangan
menjadi sangat krusial. Pemberian informasi yang memadai melalui Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) dalam rangka mewujudkan kemandirian komunitas sekolah dalam melindungi diri
dari peredaran PJAS yang tidak aman dan bermutu perlu dilakukan secara efektif dan efisien.
Peredaran PJAS dapat diakses dengan mudah baik secara langsung di lingkungan sekolah dan
tempat tinggal siswa, maupun secara online melalui e-commerce. Kasus keamanan pangan
masih terus terjadi hingga saat ini, oleh karena itu perlu adanya pemberian informasi yang

memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang terkini dan tepat, yaitu melalui:

a. Penyediaan Materi Keamanan Pangan

Modul terkait keamanan pangan dibuat sebagai materi edukasi keamanan pangan untuk
masyarakat khususnya komunitas sekolah dalam rangka peningkatan PJAS yang aman, bermutu
dan bergizi. Dengan meningkatnya pengetahuan komunitas sekolah terutama anak-anak sekolah
tentang keamanan pangan, diharapkan dapat mendukung implementasi serta peningkatan
kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan serta menciptakan generasi emas 2045.
Selain itu, untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu relevan, efektif dan sesuai
dengan perkembangan terbaru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan

masyarakat, pembaharuan modul juga penting dilakukan.
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Gambar 27. Pedoman dan Materi Keamanan Pangan Tahun 2024

Modul usulan baru maupun yang sudah ada di review dengan melibatkan pakar yang kompeten

sehingga tercipta modul yang berkualitas dan up-to-date sehingga implementasi program PJAS

yang bertujuan memberikan edukasi, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian

anak sekolah tentang pentingnya keamanan pangan melalui konsumsi pangan aman bisa

tercapai.

Melakukan update modul memastikan bahwa tujuan tersebut tetap tercapai secara efektif.

Saat ini, modul yang dikembangkan sebanyak 5 (lima) buah modul yang terdiri dari 3 (tiga) modul

lama dan 2 (dua) modul usulan baru sebagaimana berikut:

1.

2
3
4.
5

Pedoman Penanganan Keracunan Pangan (review modul)

Pedoman Standar Kantin Pangan Aman di Sekolah (review modul)
Booklet Cek KLIK dan Cara Membaca Informasi Nilai Gizi (review modul)
Pedoman Kenali dan Konsumsi Susu dengan Aman (modul baru)

. Pedoman terkait Pesan Keamanan Pangan terkait Konsumsi Gula Garam Lemak (modul baru)
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b. Pembuatan Video Milestone PJAS
Dalam rangka mendukung suksesnya upaya advokasi kepada Pemerintah Kab/Kota, diperlukan
media yang dapat dijadikan sebagai media sosialisasi Program PJAS di Indonesia. Salah
satunya adalah dengan membuat video milestone Program PJAS di Indonesia, mulai dari awal
pencanangan hingga saat ini. Pembuatan video ini bertujuan untuk:
1. Mensosialisasikan kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan terkait tentang
Sejarah Program PJAS di Indonesia dan capaian yang telah didapatkan.
2. Mendorong K/L dan Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengambil peran dalam
melanjutkan keberlangsungan Program PJAS di Indonesia.
3. Perwujudan pertanggungjawaban Badan POM kepada negara dan masyarakat luas akan
Program PJAS.

Video milestone PJAS berdurasi 4 menit 24 detik yang mana dalam pembuatannya melibatkan
siswa, orang tua murid, guru dan Kepala sekolah yang berasal dari SDN 04 Bambu Apus Jakarta
Timur dan SMA Negeri 32 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Adapun Tahapan kegiatan

pembuatan video sebagai berikut :

Rapat pengarahan konsep video dokumenter Program PJAS
Penyusunan script video

Identifikasi kebutuhan artis (narasumber)

Identifikasi kebutuhan lokasi syuting

Identifikasi kebutuhan bahan dan alat

Identifikasi kebutuhan penyedia jasa pembuatan video/vendor
Pengadaan penyedia jasa pembuatan video/vendor

Rapat dengan vendor

© © N o g w D RE

Berkoordinasi dengan narasumber/artis pengisi video

[
o

Berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi syuting

[
=

Pengambilan syuting

[
N

Editing video

[
w0

Rapat pembahasan draft video; dan

[
B

Finalisasi Video




Gambar 28. Video Milestone PJAS

4. Implementasi Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)

Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) merupakan pertemuan tingkat
pejabat senior ASEAN (eselon 1) bidang kesehatan di bawah koordinasi ASEAN Health Ministers
Meeting (AHMM) yang bertujuan untuk membahas implementasi beberapa agenda penting yang
dimandatkan oleh AHMM serta menerima laporan dan memberikan arahan kepada tiap-tiap
Koordinator dan focal point ASEAN Health Cluster.

Terdapat 4 (empat) cluster dalam SOMHD, yaitu:

a. Cluster 1: Promoting health lifestyle

b Cluster 2: Responding to all hazards and emerging threat
C. Cluster 3: Strenghthening health system

d Cluster 4: Ensuring food safety

Direktorat PMPUPO bertindak sebagai Focal Point untuk kegiatan ASEAN Health Cluster 4,
Consumer Participation and Empowerment Program (CPE) sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/2102/2023 tentang Susunan Keanggotaan Pumpunan
Kegiatan (Focal Point) Kerja Sama Kesehatan The Association Of Southeast Asian Nations
(ASEAN).

Pada Tahun 2024 telah dilakukan beberapa pertemuan guna membahas rencana kerja serta
capaian AHC4, yaitu antara lain:

0 Laos, 1 -5 Juli 2024: Pertemuan Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD)
ke-18

Jakarta, 27 Oktober 2024: CPE Workshop

Jakarta, 18-19 November 2024: CPE Training on Developing and Implementing CPE

O«

O«

Program
0 21-22 November 2024: 8th AHC4 Meeting




Rencana tindak lanjut:

1 Masukan lebih lanjut mengenai pembaruan Formulir Kerangka Rencana Pelatihan akan
diupdate untuk seluruh AMS.

2  Laporan/ ringkasan pelatihan dan langkah kedepan akan dibagikan kepada Singapura,
Vietnam, dan Timor-Leste untuk informasi mereka. Mereka juga didorong untuk berbagi
detail tentang program CPE masing-masing guna memfasilitasi partisipasi dalam kegiatan
berikutnya.

3 Indonesia, sebagai lead country kegiatan, akan membagikan laporan pelatihan kepada
peserta workshop CPE untuk disetujui dan kemudian mengajukannya ke AHC 4 untuk
mendapatkan dukungan. Laporan ini juga akan diedarkan ke SOMHD untuk mendapatkan
persetujuan dan persetujuan publikasi.

4  Indonesia akan membagikan informasi tentang kegiatan workshop ini selama Pertemuan

AHC 4 ke-8 untuk pencatatan dan panduan jika ada.

EVALUATING ON FOOD SAFETY IN ASEAN
MEMBER STATES (AMS)

REPORT,

2024

Gambar 29. Laporan Kegiatan CPE (ASEAN Health Cluster 4)




5. Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman merupakan program prioritas nasional yang dikoordinasikan oleh
Direktorat PMPUPO. Untuk mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penyelenggaraan
Program Desa Pangan Aman yang dilakukan oleh UPT BPOM, maka telah disusun Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 134 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman tentu saja tidak hanya mengandalkan peran BPOM
saja, peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta seluruh lapisan masyarakat juga turut
menentukan keberhasilan dari program ini hingga dapat dirasakan dampak dan manfaatnya.
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan
Program Desa Pangan Aman karena dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi
aktif. Oleh karena itu, peran aktif dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam
mereplikasi program menjadi kunci utama suksesnya Program Desa dan Kelurahan Pangan
Aman ini. Agar Program Desa Pangan Aman ini dapat dilaksanakan secara optimal dan
berkelanjutan, maka telah disusun Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 137 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan
Pangan Aman oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai acuan untuk kesamaan
pemahaman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka penyelenggaraan Program Desa

Pangan Aman di wilayahnya masing-masing.

Penyusunan kedua Keputusan ini juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan
Pangan Aman, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Kedua
Keputusan ini memuat ketentuan terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta

pemantauan dan evaluasi program Desa Pangan Aman.
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Gambar 30. Pedoman Kegiatan Desa Pangan Aman

Pengembangan Materi Berupa Video Keamanan Pangan

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan oleh
Direktorat PMPUPO adalah melalui penyusunan, pengembangan, dan penyampaian materi
edukasi yang ringan, menarik, dan mudah dipahami sehingga kader dan fasilitator juga akan
dengan mudah mensosialisasikan kembali kepada komunitasnya. Selain itu, perkembangan
teknologi saat ini juga turut mendorong dan mengharuskan agar pengembangan materi dapat
mengikuti tren yang saat ini digemari oleh masyarakat yaitu melalui materi visualisasi seperti
gambar, animasi, video, dan lain sebagainya. Pengembangan materi edukasi semacam ini juga
akan sangat mendukung sistem pembelajaran mengingat e-learning juga sudah menjadi pilihan
agar target komunitas yang diberdayakan semakin meningkat dan cakupannya menjadi semakin

luas.

Pada tahun 2024, Direktorat PMPU PO telah membuat video reels keamanan pangan. Tujuan
pengembangan materi keamanan pangan berupa video ini adalah untuk menyediakan materi
keamanan pangan dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan atraktif sehingga kegiatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan
lebih efektif dan efisien.

Tema yang diangkat untuk pengembangan materi adalah terkait stunting dan keamanan pangan.
Tema ini diangkat dalam rangka melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah atau
menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Adapun target masyarakat yang diedukasi adalah
generasi Y dan generasi Z. Generasi ini menjadi terget untuk diedukasi karena saat ini generasi
tersebut termasuk generasi yang perlu mempersiapkan diri agar dapat melahirkan generasi yang
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sehat. Dari pengamatan selama ini Gen Z maupun Gen Y /Milenial lebih memilih video pendek
yang padat informasi dan menghibur daripada video panjang yang bertele-tele pada platform
video YouTube, Tik Tok dan Instagram berdasarkan rekomendasi teman, keluarga atau influencer
yang mereka ikuti di Media Sosial. Begitu juga sebaliknya mereka suka membagikan konten video
yang mereka sukai kepada teman, keluarga atau pengikut mereka di media sosial. Berdasarkan
beberapa penelitian, pengetahuan generasi milenial/Gen Y tentang stunting masih tergolong
rendah sedangkan pengetahuan Gen Z tentang stunting berada dalam kategori kurang. Hal

tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima gen Y dan gen Z tentang stunting.

Video pendek ini berdurasi 90 detik sebanyak 15 item untuk ditayang pada TikTok/reels
instagram. Talent dalam video ini juga melibatkan Influencer dan bekerja sama dengan pakar dari

Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB. Adapun rincian pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat awal pembahasan materi dengan pihak ketiga
2. Pakar memberikan masukan dan reviu pada pengembangan materi keamanan pangan, yang
meliputi tahapan:
- Pre Production
a. Log line yaitu gambaran alur cerita secara garis besar untuk mengidentifikasi tokoh dan
karakter yang akan diperankan dalam video tersebut.
b. Penyusunan script video. Script video disusun oleh tim kreatif dari pihak ketiga
berdasarkan logline yang telah disetujui oleh Direktorat PMPUPO.
c. Pembuatan storyboard. Script yang telah disetujui dikirim ke pihak ketiga untuk
penyusunan storyboard dan dikirim kembali untuk direviu.
d. Casting Talent. Casting talent dilaksanakan oleh pihak ketiga dan Direktorat PMPUPO.
e. Reading. Tahap ini dilakukan agar para talent mendalami alur cerita dan karakter yang

akan diperankan sehingga mempermudah proses pengambilan video (shooting).

- Production
Tahapan ini meliputi pemilihan dan pengurusan izin lokasi hingga proses pengambilan video.

Pengambilan video akan dilakukan selama 2-3 hari.

- Post Production
Reviu akan dilakukan oleh tim Direktorat PMPU PO bersama dengan pakar. Proses revisi

video akan dilakukan sebanyak 2-3 kali hingga video dapat difinalisasi oleh pihak ketiga.

1. Setiap tahapan pada keseluruhan proses pengembangan video akan direviu oleh tim teknis di
Direktorat PMPUPO dan pakar yang berasal dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut
Teknologi Bandung.




Untuk meningkatkan cakupan wilayah yang diintervensi keamanan pangan dan mengoptimalkan
pelaksanaan implementasi keamanan pangan, 15 konten video ini telah dipublikasi melalui
platform YouTube Channel Klub Pompi BPOM, Instagram dan Facebook @pmpupangan.bpom
dan @klubpompi.bpom, serta beberapa diantaranya sudah diunggah di Intagram @bpom_ri.
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Gambar 31. Publikasi Video Keamanan Pangan di Media Sosial




6. Pengembangan Pedoman dan Materi Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis
Komunitas

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) telah dilaksanakan sejak tahun 2013
sampai dengan sekarang. Selama ini pengaruh program diukur melalui pengurangan persentase
pangan tidak memenuhi syarat di pasar yang diintervensi, hamun belum ada pengukuran
peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku dari komunitas pasar. Mengingat program pasar
pangan aman berbasis komunitas memiliki tujuan agar komunitas pasar dapat berdaya untuk
memastikan keamanan pangan di pasarnya masing-masing, maka perlu diukur apakah program

PPABK memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas pasar.

Penyusunan kuesioner untuk mengukur pengaruh program PPABK terhadap pengetahuan, sikap
dan perilaku komunitas pasar dilakukan dengan melibatkan pakar dari dari IPB University. Dalam
menyusun tools dilakukan rangkaian pelaksanaan sebagai berikut:

- Rapat pembahasan awal dengan pakar
Penyusunan kuesioner dilakukan oleh Tim Dit. PMPUO, Kuesioner yang disusun sebanyak
3 kuesioner yaitu kuesioner untuk pengelola pasar, pedagang pasar dan pengunjung pasar.
Selanjutnya kuesioner yang telah disusun dibahas dengan pakar.

- Uji coba kuesioner ke 3 (tiga) pasar yang telah mendapat intervensi program PPABK.
Kuesioner akan diujicobakan di pasar intervensi tahun 2024, yaitu Pasar Ganefo dan Pasar
Tomang di Kota Jakarta serta Pasar Gunung Batu di Kota Bogor

- Rapat finalisasi kuesioner

Finalisasi kuesioner yang telah diujicobakan dilakukan oleh Tim Dit PMPUPO dengan Pakar
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Gambar 32. Dokumentasi Kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK)
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7. Lomba Sekolah dengan PJAS AMAN

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan
gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan
sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak sekolah. Bahaya
mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemari PJAS karena praktik keamanan
pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan
PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara

holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen, dan peran aktif komunitas sekolah dalam melakukan
kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan
kepada sekolah yang telah mengimplementasikan program keamanan pangan dalam
mewujudkan sekolah dengan PJAS aman. Kegiatan ini juga dikenal dengan istilah Lomba
Sekolah Dengan PJAS Aman. Kegiatan ini bertujuan untuk:
0 Menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi komunitas sekolah
dalam upaya mewujudkan program keamanan pangan di sekolah

0 Memberikan motivasi kepada Sekolah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam

mewujudkan pangan aman.

Tahapan penilaian lomba sekolah sebagai berikut:
a. Penilaian Dokumen Profil Sekolah
b. Penilaian Wawancara
c. Verifikasi Lapang Sekolah

Hal-hal yang menjadi kriteria penilaian lomba sekolah dengan PJAS aman adalah sebagai
berikut:
a) Keberhasilan Program Keamanan Pangan Sekolah yang meliputi :
- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Keamanan Pangan Sekolah
- Tim Keamanan Pangan di Sekolah
- Aktivitas Kader Keamanan Pangan Sekolah secara mandiri
- Upaya untuk mewujudkan keberlanjutan program PJAS di sekolah yang telah diintervensi
serta upaya pengimbasan/replikasi ke sekolah lainnya.
b) Inovasi dan Prestasi Sekolah yang meliputi :
- Inovasi sekolah/kader terkait keamanan pangan yang diselenggarakan secara mandiri

- Keikutsertaan/prestasi sekolah pada kegiatan terkait keamanan pangan




Lomba Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2024 diikuti oleh 77 sekolah di catchment area 33
BB/BPOM yang ada di seluruh Indonesia dengan rincian sekolah adalah 32 SD/MI, 26 SMP/MTs
dan 19 SMA/MA. Satu Balai yaitu BBPOM Manado tidak mengikuti kegiatan lomba dikarenakan
belum ada sekolah yang siap mengikuti lomba.

Tim juri dalam Lomba Sekolah dengan PJAS Aman adalah dari 19 orang di internal Dit
PMPUPO, 1 orang perwakilan Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan, 1 orang
perwakilan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, 1 orang perwakilan Direktorat
Standardisasi Pangan Olahan dan perwakilan Kementerian/Lembaga dari Asisten Deputi
Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan (KPPPA); Direktorat Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat (Kementerian Kesehatan); Direktorat Pembinaan SD
(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi); serta Direktorat Kurikulum,

Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (Kementerian Agama).

Setelah melalui tahap penilaian dokumen profil sekolah, penilaian wawancara dan verifikasi
lapang secara online maka dilakukan penentuan pemenang oleh juri eksternal dan juri internal
melalui rapat pleno 5 Juni 2024. Dalam rapat pleno ini diputuskan pemenang lomba sekolah
2024 yang dibagi dalam 3 Zona yang meliputi Zona Barat (Jawa dan Sumatera), Zona Tengah
(Kalimantan, Bali, Sulawesi dan NTB), dan Zona Timur (NTT, Maluku, dan Papua) untuk masing-
masing tingkat sekolah. Adapun daftar pemenang lomba sekolah 2024 dapat dilihat pada Tabel
berikut.

Tabel 17. Pemenang Lomba Sekolah dengan PJAS Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai

Tingkat SD
Zona Juara Nama Sekolah
1 SDN Mojo VI -225- Kota Surabaya Prov. Jawa Timur
5 MIN 36 Kabupaten Aceh Besar Prov. Nanggroe Aceh
Darussalam
Barat 3 SD Kasian Kabupaten Bantul Prov. Lampung
H SD Islam Terpadu Bustanul Ulum Kabupaten Lampung
arapan 1
Tengah Prov. Lampung
1 MIN 9 Hulu Sungai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara
Prov. Kalimantan Selatan
Tengah
2 SDN 19 Cakranegara, Kota Mataram Prov. Nusa Tenggara
Barat




Zona Juara Nama Sekolah
3 SDN 004 Tanah Grogot, Kabupaten Paser Prov. Kalimantan
Timur
1 MIN Lembata, Kabupaten Lembata Prov. Nusa Tenggara
Timur
Timur
2 SDN 02 Tilamuta Kabupaten Boalemo Prov. Gorontalo
Tingkat SMP
Zona Juara Nama Sekolah Nilai
SMPN 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo
1 ) 98,05
Prov. Jawa Timur
> SMPN 2 Garut, Kabupaten Garut Prov. Jawa 95,83
Barat
Barat
3 SMPN 1 Padang Panjang, Kabupaten 93.93
Padang Panjang Prov. Sumatera Barat '
SMP Negeri 2 Sijuk, Kabupaten Belitung
Harapan 1 Prov. Bangka Belitung 92,26
1 SMPN 2 Tanah Grogot Kabupaten Paser 95.84
Prov. Kalimantan Timur '
Tengah > MTsN 2 Tolitoli Kab_upaten Tolitoli Prov. 94.15
Sulawesi Tengah
3 SMPN 3 Bangli, Kabupaten Bangli Prov. Bali 93,00
Timur 1 SMPN 1 Wonosari Kabupaten Boalemo 93.92
Prov. Gorontalo




Zona Juara Nama Sekolah Nilai
MTsN 2 Lembata, Kabupaten Lembata
2 . 87,02
Prov. Nusa Tenggara Timur
Tingkat SMA
Zona Juara Nama Sekolah Nilai
SMK Negeri 1 Temanggung, Kabupaten

1 Temanggung Prov. Jawa Tengah 97,19

SMK Wikrama 1 Garut, Kabupaten Garut
2 92,00

Prov. Jawa Barat
Barat

MAN 1 Mukomuko Kabupaten Mukomuko

3 92,00
Prov. Bengkulu
Harapan 1 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang 91,00
Panjang Prov. Sumatera Barat
SMAN 5 Mataram, Kota Mataram Prov. Nusa
1 92,19
Tenggara Barat
Tengah 5 SMKN 1 Tanah Gr.ogot, Kabgpaten Paser 91.86
Prov. Kalimantan Timur

MAN Barito Utara, Kabupaten Barito Utara

3 | 83,42
Prov. Kalimantan Tengah
1 SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, Kota 87 37
Ambon Prov. Maluku '
Timur
5 MAN 1 Boalemo Kabupaten Boalemo Prov. 86,98
Gorontalo




Pada tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Auditorium Gedung Merah Putih Badan POM Jakarta,
dilakukan pemberian penghargaan kepada sekolah pemenang lomba sekolah dengan PJAS
aman. Penyerahan piagam penghargaan diberikan secara langsung oleh PIt Deputi Bidang
Pengawasan Pangan Olahan, Ibu Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME.

PERTEMUAN TEKNIS

Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat Sadar
Pangan Aman 2024

UNTUK MEMBENTUK SDM INDONESIA YANG UNGGUL N BERDAYA
AS 2045

AING DALAM MEWUJUDKAN INDQNESI

Gambar 33. Dokumentasi Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

8. Lomba Desa Pangan Aman

Setiap tahun Badan POM memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Pemerintah
Daerah/Desa yang telah mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui
penyelenggaraan Lomba Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk memberikan penghargaan
dan apresiasi atas upaya Desa/Kelurahan serta Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa
Pangan Aman melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD). Terdapat beberapa
tim juri yang berasal dari beberapa Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa
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Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Pertanian, BKKBN, Badan Pangan Nasional, dan BPOM.

Kegiatan penilaian Lomba Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1) Penilaian Dokumen
Dilakukan pada tanggal 1, 7, dan 13 Maret 2024. Terdapat 33 profil desa/kelurahan yang
mewakili 33 provinsi untuk dinilai oleh juri. Semua dokumen dinilai berdasarkan poin penilaian
yang telah ditetapkan yaitu:
- Keberhasilan Pelaksanaan Program Keamanan Pangan di Desa
- Inovasi dan Inisiatif Program Keamanan Pangan di Desa
- Keberlanjutan/Kemandirian Program Keamanan Pangan di Desa

- Integrasi Program

2) Seleksi Wawancara

Seleksi Wawancara dilakukan pada tanggal 19 - 20 Maret 2024. Tim juri/verifikator pusat
melakukan wawancara terhadap 5 besar desa di masing-masing regional barat, tengah, dan
timur secara daring. Wawancara dilakukan kepada Kepala Desa/Lurah yang didampingi oleh
perwakilan dari Tim KPD/KKPD. Wawancara ini bertujuan untuk menggali terkait
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program desa
pangan aman. Wawancara juga dilakukan untuk menggali pengalaman dan inovasi yang

dilakukan di desa tersebut dalam melaksanakan program keamanan pangan.

3) Verifikasi Lapang

Verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 15, 16, dan 20 Mei 2024 secara daring. Verifikasi
lapang bertujuan untuk melihat secara langsung pelaksanaan sinergisme keamanan pangan
desa dengan program lainnya yang ada di desa. Verifikasi dilakukan terhadap pemenuhan
dan implementasi keamanan pangan di komunitas (Ibu Rumah Tangga, Warung, IRTP, PKL,
dan Sekolah) serta verifikasi terhadap beberapa dokumen yang perlu dikonfirmasi
berdasarkan hasil penilaian dokumen dan wawancara. Nilai tertinggi akan didapatkan apabila
Desa menerapkan prinsip keamanan pangan dengan baik. Pemerintah Daerah sangat
mendukung dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan ini, terlihat dari kehadiran Pejabat

daerah dalam kegiatan penilaian maupun kegiatan lain terkait Desa Pangan Aman.

Berdasarkan hasil penilaian didapatkan pemenang lomba Desa Pangan Aman Tahun 2024
pada Tabel 18 berikut:




Tabel 18. Pemenang Lomba Desa Pangan Aman berdasarkan keputusan Tim Penilai

Juara

Nama Desa/Kelurahan

Regional Barat

Kelurahan Purwosari, Kab. Kulon Progo, DIY

Kelurahan Pegangsaan Dua, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ada 2 juara ke-3
a. Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, Banten
b. Desa Banglas, Kab. Kepulauan Meranti, Riau

Regional Tengah

Desa Dawan Klod, Kab. Klungkung, Bali

Desa Topoyo, Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat

Desa Hilir Muara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan

Regional Timur

Desa Tri Rukun, Kab. Boalemo, Gorontalo

Desa Utaurano, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

Desa Waimital, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku

Pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Desa Pangan Aman dilaksanakan pada

kegiatan Pertemuan Teknis Germas Sapa tanggal 21 Juni 2024 di Auditorium Gedung Merah

Putih Badan POM. Melalui kegiatan Lomba Desa Pangan Aman ini diharapkan dapat

diperoleh model Desa Pangan Aman yang akan menjadi contoh di tingkat nasional untuk

proses replikasi dan keberlanjutan Desa Pangan Aman di desa lainnya di Indonesia.

Selamat Kepada Seluruh Pemenang Penerima Penghargaan

Germas Sapa 2024 \ LombaDesa Pangan Aman

Regional Barat
Kategori Lomba Desa Pangan Aman

e

022 Garakan Masyarakat DN
G Hidup Sehat Sadar @
& Pangan Aman 2024 §

LNy
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kota

Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta  Desa Banglas, Kab. Kepulauan Meranti
Riau
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Gambar 34. Dokumentasi Kegiatan Lomba Desa Pangan Aman




9. Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Penilaian lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dilaksanakan pada bulan

Januari sampai dengan Mei 2024 dengan 3 tahap yaitu verifikasi dokumen, wawancara dan

verifikasi lapangan secara online. Peserta adalah pasar yang telah diintervensi oleh BB/BPOM

dan pasar replikasi perusahaan daerah. Kriteria penilaian lomba adalah sebagai berikut:

(@] (@] (@]

(@]

[@]3

Replikasi Program oleh Pemerintah Daerah /Lembaga Penanggung Jawab
Dukungan Pemerintah Daerah/Lembaga Penanggung Jawab

Hasil Monitoring dan Evaluasi Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Hasil Survey Pasar (Meliputi Sarana, Prasarana, Kebersihan Pasar dan Perilaku
Pedagang)

Temuan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

Kemandirian Pasar Melalui Jenis dan Jumlah Inovasi yang Dilakukan

Peran Komunitas dalam Program PPABK

Kondisi di luar pasar

Penilaian Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dilaksanakan sejak bulan Februari -

Mei 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19. Tahapan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No Tahapan Tanggal
1. Penilaian Dokumen 21 Februari 2024

2. Wawancara 26 dan 27 Maret 2024
3. Verifikasi Lapang Online 2, 3, 8 Mei 2024

Tim Penilai, Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas terdiri dari :

0

Nyimas Dwi Koryati, S.E., M.Si., Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah lll,
Direktorat Jenderal Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri.

Rudy Elriman Hutagalung, Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Penyehatan
Lingkungan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian
Kesehatan.

Irene Yasmine, Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, Direktorat Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan

Astari Diah Ayuwangi. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat
Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
Prayudi Budi Utomo, A.Pi, M.Sc. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat
Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik Indonesia..




0 Sugiyatmi, STP., MM, Direktorat Pengawasan Penerapan Standard Keamanan dan
Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.

O«

Ratminah, S.Si, Apt, M.P dan Eka Seva Ermawati, S.Farm, Apt, Direktorat Pengawasan
Peredaran Pangan Olahan, Badan POM.
0 Tim Juri Internal Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan
Pada tanggal 1, 2 dan 8 April 2024 dilaksanakan rapat penentuan pemenang lomba dengan
nilai tertinggi sebagai berikut:
Regional Barat:
1. Pasar Potrojayan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pasar Nambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur
3. Pasar Atas Baru, Kota.Cimahi, Jawa Barat
Regional Tengah:
1. Pasar Rakyat Kapidi, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan
2. Pasar Blahkiuh, Kab. Badung, Bali
3. Pasar Dasan Agung, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Regional Timur:
1. Pasar Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara
2. Pasar Beriman, Kota Tomohon, Sulawesi Utara
4, Pasar Dulan Pokpok, Kab. Fakfak Papua Barat

EF;:;AIN(;K;SMa arakat
Hidup Sehat Sadar
Pangan Aman 2024
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Gambar 35. Dokumentasi Kegiatan Lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas




SASARAN Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan
KEGIATAN 3 Mutu Gizi Makanan

Indikator Kinerja | Persentase kader keamanan Pangan yang berpartisipasi
Utama 1 dalam pengawasan Makanan

1. KIE Kader Keamanan Pangan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan pembentukan sebanyak 277 orang Kader Keamanan
Pangan di Kota Yogyakarta, Kota Ambon, Kota Tangerang, dan Kota Palembang. Kader
Keamanan Pangan tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan KIE kepada masyarakat baik
secara langsung (tatap muka, webinar) maupun melalui media sosial (instagram, tiktok, facebook,
dll), WhatsApp Group, radio, YouTube dan lain-lain. Monitoring yang ketat diterapkan kepada
Kader dan Organisasi sosial kemasyarakatan dengan mengingatkan Kader yang belum
melaksanakan tugasnya, pemberian materi Juknis Kader KP dan Facilitator Skill untuk
memberikan pencerahan dan penguatan kepada Kader terkait tugasnya. Persentase Kader yang
telah melaksanakan KIE sebesar 99,58% dari target 99,2%. Hal ini sudah di atas target yang
ditetapkan.

Gambar 36. KIE Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan




2. Koordinasi Lintas Sektor Kegiatan Pramuka

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka merupakan salah satu mitra strategis BPOM mewalkili
masyarakat dalam penguatan pengawasan serta meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan
Makanan. Kerja sama BPOM dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka telah terjalin sejak 2017
dan diperbaharui pada 2022. Salah satu implementasi kerja sama ini adalah pengembangan
Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) untuk meningkatkan peran aktif
anggota Pramuka dalam pengawasan Obat dan Makanan dan memperluas pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat. Rintisan Saka POM sudah bergerak sejak tahun 2017. Rintisan
Saka POM telah disahkan menjadi Saka POM pada Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI
tahun 2023. Momen ini sangat penting sebagai legal basis untuk implementasi Saka POM.

Sepanjang tahun 2024, Saka POM terus mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
dengan highlight kegiatan sebagai berikut:

HIGHLIGHT
KEGIATAN SAKA POM

PENYELARASAN SKK
SAKA POM DENGAN
SKKNI BIDANG

PENYUSUNAN REKRUTMEN, GIAT

MATERI SAKA POM SAKA POM DI
SELURUH

INDONESIA

Gambar 37. Highlight Kegiatan Saka POM 2024

Tahun 2024, sudah terbentuk 34 Saka POM Tingkat Daerah dan 199 Saka POM Tingkat Cabang.
Salah satu komponen penguatan organisatoris Saka POM adalah penyusun struktur organisasi
Saka POM antara lain Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka POM. Pada 8 November 2024,
dilaksanakan Pelantikan Pengurus Majelis Pembimbing Saka POM dan Pimpinan Saka POM
Tingkat Nasional Masa Bakti 2024-2029 tertuang pada Surat Keputusan (SK) Kwartir Nasional
Gerakan Pramuka Nomor 187 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Pengurus Pimpinan Satuan

84




Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) Tingkat Nasional Masa Bakti
Tahun 20247 2029. Juga tertuang dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Nomor 188 Tahun 2024 tentang Penyempurnaan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya
Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) Tingkat Nasional Masa Bakti Tahun
20241 -2029. Pengukuhan ini bertujuan mengefektifkan setiap peran, fungsi, dan tanggung

jawabnya dalam operasionalisasi Saka POM.

Pelan Cibran
MAJELIS PEMBIMBING DAN PIMPINAN
KAPOM TINGKAT NASIONAL _

(Nt 't»'d '4»%‘« »'4 L.“ A.. l'

Gambar 38. Pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional

Untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, pada tanggal 6 November 2024 Kepala BPOM
Taruna Ikrar dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Saka POM untuk masa bakti 20241 2029
dan Direktur PMPUPO, Ema Setyawati sebagai Ketua Pimpinan Saka POM Tingkat Nasional
Tahun 2024-2029. Saka POM mengawal enam bidang kerja, yaitu Bidang Hukum dan Organisasi,
Pendidikan dan Pelatihan, Kerja Sama dan Kemitraan, Krida Pengujian Sederhana Obat dan
Makanan, Krida Pemantauan Obat dan Makanan, serta Krida Informasi Obat dan Makanan.
Untuk menunjang pelaksanaan Saka POM, telah dilaksanakan pelatihan Instruktur Saka POM di
Taman Rekreasi Wiladatika/ TRW.

Gambar 39. Pelatihan Instruktur Saka POM




Tahun 2024, juga dimulai menyusun sertifikasi kompetensi Saka POM yang akan diselaraskan
dengan SKKNI Keamanan pangan. Pengembangan kompetensi Saka POM level 3 untuk
Penegak hingga level 4 untuk Pandega. Untuk penyusunan SKKNI Level 3 dan Level 4 ini
diteruskan pada tahun Anggaran 2025.

Selain itu, pada 16 -19 Desember 2024 secara luring di Pusdiklatnas Kwartir Nasional gerakan
pramuka, Cibubur telah dilaksanakan Kursus Instruktur Saka POM, pelatihan ini digelar bertujuan
untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan tentang pendidikan kepramukaan,
prinsip dasar kepramukaan, dan metode latihan Saka kepada tenaga ahli di bidang POM sebagai
bekal menjadi instruktur Saka POM dalam membina penegak dan pandega dan memberikan
pengetahuan dan keterampilan kepada Instruktur Saka POM agar mampu mengelola dan

mengembangkan Saka POM ke depan bersama Pamong Saka POM.

Saka POM diharapkan menjadi motor penggerak dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) obat dan makanan. Serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga
ke pelosok negeri sehingga upaya mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan Obat

dan Makanan dapat menjadi lebih efektif dan optimal.

3. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka

Pramuka dilibatkan dalam sosialisasi Keamanan Pangan. telah dilaksanakan sosialisasi secara
hybrid Petunjuk Pelaksanaan (Jukran). Untuk luring dilaksanakan di Mataram, Banda Aceh dan
Gorontalo kepada pengurus dan instruktur Saka POM di seluruh Indonesia secara daring.
Pramuka juga dilibatkan sebagai peserta dalam kegiatan FHBN, webinar paman kece, bimtek

kader, dll. Pramuka juga dilibatkan dalam KIE di media sosial.

Gambar 40. Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anggota Pramuka di Kota Mataram




SASARAN Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan
KEGIATAN 4 Publik di Bidang Makanan

Indikator Kinerja | Jumlah Fasilitator yang Dibina Untuk Melakukan
Utama 1 Pendampingan Kepada UMK Pangan Olahan

1. Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Bagi Ormas/Asosiasi/Inkubator
Bisnis/Lembaga Lainnya

Upaya Badan POM dalam mendukung iklim usaha adalah dengan memberikan bimbingan dan
pendampingan agar pelaku usaha mampu memiliki daya saing. Dengan banyaknya UMKM yang
tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Badan POM tidak dapat bekerja sendiri, diperlukan sinergi
semua pihak, baik itu dengan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas masyarakat,
asosiasi, dan stakeholder terkait lainnya. Untuk itu berbagai upaya kemitraan atau sinergisme
untuk meningkatkan daya saing para pelaku usaha juga telah dilakukan oleh Badan POM
bersama Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),
Asosiasi, dunia pendidikan (termasuk dengan inkubator bisnis atau LPPM Universitas), dan e-

commerce.

BPOM mengadopsi strategi pemberdayaan berbasis masyarakat, dengan bekerjasama dengan
Ormas, Asosiasi atau Instansi lainnya melalui pemberdayaan fasilitator keamanan pangan untuk
memperluas cakupan intervensi terhadap pelaku usaha pangan. Pembentukan Fasilitator
Keamanan Pangan berasal dari anggota Ormas, Asosiasi atau Lembaga lainnya telah diinisiasi
sejak tahun 2017.

Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan salah satunya melalui Pelatihan bagi Fasilitator
Nasional Keamanan Pangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Fasilitator
Keamanan Pangan, sehingga nantinya para fasilitator ini bisa mendiseminasikan
pengetahuannya kepada Fasilitator Daerah dan mensosialisasikan keamanan pangan kepada
pelaku usaha pangan. Untuk itu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan
Olahan menyelenggarakan Pelatihan bagi Fasilitator Keamanan Pangan dengan mengacu pada
kurikulum Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Tingkat Pertama Berbasis Kompetensi sesuai
Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan
Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Capaian fasilitator pada pelatihan Tahun
2024 seperti pada Tabel 20.




Tabel 20. Capaian Pelatihan Fasilitator Keamanan Pangan Tahun 2024

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan Peserta Lulus
1 Pelatihan Dasar 24-25 April 2024. 50 40
Fasilitator Keamanan

Pangan
2 Pelatihan PKP Pertama 19-24 Juni 2024 30 24
Berbasis Kompetensi
Batch 1
3 Pelatihan PKP Pertama 2-5 Juli 2024 30 24
Berbasis Kompetensi
Batch 2

2. Pelatihan Fasilitator UPT BPOM dalam rangka pendampingan penerapan
CPPOB/HACCP di UMKM

Dalam Peraturan BPOM No 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri
Rumah Tangga, tercantum bahwa AUntuk memper ku.
Pangan di Kabupaten/Kota, Pemerintah dalam hal ini Kepala badan Pengawas Obat dan
Makanan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan, khususnya
pangan industri rumah tangga. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan
mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan
tersebut. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/ Kota ini
maka sangat dibutuhkan adanya keterpaduan manajemen sumberdaya, baik sumberdaya
manusia penyuluh pangan untuk pembinaan dan pengawas pangan untuk pengawasan, maupun
sumberdaya sarana seperti laboratorium untuk pengujian sampel pangan. Keterpaduan
manajemen sumberdaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten/ Kot ao.

Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan kompetensi yang sesuai dan dalam jumlah
yang memadai dibutuhkan di Kabupaten/Kota. Untuk memastikan penyuluh mendapatkan bekal
yang sesuai untuk nantinya melakukan tugas penyuluhan di Kabupaten/Kota, diadakan pelatihan
berbasis kompetensi khusus untuk PKP Muda pada tanggal 18-22 Maret 2024 di Hotel Aryaduta
Menteng yang diikuti oleh 31 peserta.

Skema sertifikasi profesi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Muda dengan rincian sebagai
berikut:

1. SKKNI C.100000.006.01 Melaksanakan Program dan Prosedur Keamanan Pangan

2. SKKNI C.100000.046.01 Mendesain SOP (Standar Operating Procedures) Pengolahan

Pangan




3. SKKNI C.100000.066.02 Melakukan Verifikasi Penerapan Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP)

4. SKKNI C.100000.029.02 Mendesain Langkah Persiapan Hazard Analysis Critical Control
Point (HACCP)

5. SKKNI C.100000.030.02 Mendesain dan Mendokumentasikan 7 Prinsip Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP)

6. SKKNI C.100000.032.01 Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan
SKKNI C.100000.009.01 Menyediakan Informasi Pekerjaaan

3. Pembinaan Usaha Ritel Pangan dalam rangka Sistem Jaminan Keamanan
Pangan dan Mutu Pangan Peredaran

Pembinaan usaha ritel pangan dilakukan untuk: Meningkatkan pembinaan terhadap pedagang di
ritel tradisional dan modern terkait pangan yang aman; Mendorong pedagang di ritel tradisional
dan modern untuk mengedarkan Pangan Olahan yang aman; Mendorong pedagang di ritel
tradisional dan modern untuk menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Olahan Baik (CPerPOB)
serta Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di ritel modern dan tradisional.Pembinaan
Usaha ritel pangan dilakukan oleh fasilitator ritel pangan yang personil pilihan yang ditugaskan
oleh organisasinya dan telah mengikuti Training of Trainer (ToT) yang diselenggarakan oleh
Badan POM sesuai kurikulum yang ditetapkan dan bersertifikat untuk menyampaikan
pendampingan kepada pengusaha ritel yang menjual pangan olahan. Materi yang disampaikan
selama Sosialisasi Keamanan Pangan di Ritel dalam rangka pembinaan usaha ritel yaitu:
Keamanan Pangan; 5 Kunci keamanan pangan Ritel/ Sarana Peredaran; Pengenalan izin edar
pangan olahan. Metode Sosialisasi Keamanan Pangan: offline atau online (dapat dilakukan
melalui wag, telegram grup, zoom meeting, google meet maupun aplikasi online lainnya).
Fasilitator yang menjadi fasilitator ritel pangan berasal dari 11 organisasi/ lembaga masyarakat
yaitu Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), BIG Indonesia, Fatayat NU, Garda
Transfumi, lkatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), IWAPI DIY, Yayasan Karya Wirausaha
Sinergi (Kawis, Nasyiatul Aisyiyah, Wanita Hindu Darma Indonesia (WHDI) DIY, Wanita Katolik
Republik Indonesia (WKRI), Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim (YPCM) dengan jumlah total
34 orang fasilitator nasional. Tiap Fasilitator Nasional melakukan Diseminasi Internal (replikasi)
kepada Fasilitator di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Fasilitator
Daerah. Dari kegiatan pembinaan usaha ritel menghasilkan 194 fasilitator daerah dan telah
dilakukan sosialisasi keamanan pangan kepada 2.057 UMKM Ritel pangan. Dari pembinaan
kepada pelaku usaha ritel ini diharapakan pelaku usaha ritel dapat menerapkan prinsip keamanan

pangan disepanjang rantai distribusi pangan.




4. Pelatihan Berbasis Kompetensi SKKNI Penyuluh Keamanan Pangan Tk. |

Dalam rangka peningkatan daya saing UMK Pangan Olahan, diperlukan peran fasilitator
pendamping UMK yang kompeten. Fasilitator tersebut berasal dari UPT BPOM, Ormas dan
Mahasiswa PAGC. Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan Pelatihan Berbasis
Kompetensi PKP Pertama dan Muda kepada calon Fasilitator dari UPT BPOM. Tujuan
diselenggarakannya kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi para petugas UPT BPOM
dalam melakukan pendampingan kepada UMKM Pangan Olahan di wilayah kerjanya masing-
masing terkait penerapan CPPOB.
Kegiatan PKP Pertama bagi petugas UPT BPOM pada Tahun 2024 antara lain:
1. PKP Pertama Batch 1 tanggal 13-16 Mei 2024 secara daring yang diikuti oleh 31 peserta
2. PKP Pertama Batch 2 tanggal 3-6 Juni 2024 secara daring yang diikuti oleh 31 peserta

5. Sadar Pangan Aman Santri (SAPA Santri)

Pesantren memiliki peran dalam mengembangkan ekonomi masyarakat guna membantu
pemerintah salah satunya melalui program kewirausahaan. One Pesantren One Product (OPOP)
merupakan program yang dijalankan oleh Pondok Pesantren untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat serta kemandirian secara ekonomi, melalui pengembangan unit-unit usaha yang
dijalankan oleh Pesantren. OPOP memiliki manfaat untuk internal pesantren yaitu peningkatan
produktivitas, peningkatan kualitas SDM, dan memperluas mitra dengan masyarakat sekitar. Di
Provinsi Jawa Timur, Program OPOP menjadi program unggulan dari Pemerintah Provinsi Jawa
Timur. Ada 3 Pilar Program OPOP, yaitu Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sosiopreneur.
Salah satu komoditi pesantren dalam Program OPOP tersebut adalah pangan olahan/kuliner
yang harus dikawal jaminan keamanan, mutu dan gizinya oleh Kementerian/Lembaga yang
berwenang. BPOM sesuai kewenangannya juga ingin mengampu peran dan tanggung jawab ini
khususnya bagi pelaku usaha komoditi pangan olahan terkemas di lingkup pondok pesantren,
yang diawali di propinsi Jawa Timur. Kedepan program ini akan diperluas ke propinsi lain dengan
prioritas pada propinsi dengan Pontren yang berpotensi besar dalam bidang ekonomi khususnya

di sektor pangan olahan.

Di era digitalisasi ini, entreprenuer ataupun start-up memiliki peluang cukup besar dalam
pengembangan ekonomi dunia, yang saat ini sudah tidak dibatasi oleh umur, sehingga semangat
wirausaha dapat ditumbuhkan sejak bangku sekolah. Terkait hal ini, lembaga pendidikan harus
dapat mengelola keberlangsungan pendidikan para siswa termasuk para santri serta
menggerakkan sumber daya di pondok pesantren sendiri. Untuk itu perlu dikembangkan Program
Santriprenuer (SAPA SANTRI).




Program ini diharapkan dapat memfasilitasi percepatan pengembangan kewirausahaan dibidang
pangan olahan di lingkungan Pondok Pesantren. Diharapkan para pelaku UMK di lingkungan
pondok pesantren, baik alumni maupun masyarakat umum mendapatkan pemahaman yang baik
terkait regulasi, standardisasi, dan prosedur perizinan dalam pengembangan usaha di bidang
pangan olahan dan menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi umat. Bentuk kegiatan
SAPA SANTRI antara lain Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
dan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Olahan bagi Santri.

Kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Bimtek CPPOB bagi Pelaku Usaha di Mojokerto pada tanggal 24 7 26 April 2024 berlokasi di
Aston Mojokerto Hotel & Conference Center dengan jumlah peserta 30 orang

2. Bimtek CPPOB bagi Pelaku Usaha di Yogyakarta pada 6 i 8 Mei 2024 berlokasi di Hotel
Grand Mercure Adisucipto, Yogyakarta dengan jumlah peserta 24 orang

3. Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan
Olahan bagi Santri dilaksanakan pada tanggal 23 7 24 Juli 2024 berlokasi di Hotel Ciputra
World Surabaya, diikuti oleh 54 orang peserta yang berasal dari Pondok Pesantren di Jawa

Timur

BIMBINGAN TEKNIS
CARA PRODUKS| PANGAN OLAHAN YANG BAIK

(CPPOB) BAGI UMK PANGAN OLAHAN
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Gambar 42. Dokumentasi Penyuluhan Keamanan Pangan dalam Rangka Penjaminan
Keamanan dan Mutu Pangan Olahan bagi Santri




SASARAN Meningkatkan Pendampingan Pelaku Usaha dan Pelayanan
KEGIATAN 4 Publik di Bidang Makanan

Indikator Kinerja | Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pemberdayaan
Utama 2 Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

1. Pengembangan Aplikasi Istana UMKM
Istana UMKM (IU) adalah salah satu aplikasi pelayanan publik di Badan POM yang dirintis
sebagai bentuk upaya kolaborasi, sinergisme dan inovasi diantara Kementerian/Lembaga dan
industri terkait pangan, obat tradisional dan kosmetika, termasuk akademisi, masyarakat dan
pemerhati. Dalam rangka peningkatan kinerja layanan publik, dilakukan pengembangan pada
aplikasi IU serta dilakukan pemeliharaan untuk mendapatkan hasil layanan publik yang optimal.
Pengembangan aplikasi IU sebagai sebuah alat mendukung proses pengawasan dan pembinaan
UMKM di seluruh Indonesia. Kegiatan pengembangan dilakukan diantaranya:
a. Rapat Pembahasan dengan Pihak Pengembang (Pihak Ketiga)
Rapat pembahasan dilakukan melalui daring terkait persiapan yang dibutuhkan dalam
proses maintenance, pengembangan dan penambahan materi konten untuk subsite. Dalam
pertemuan tersebut melibatkan pihak ketiga (pengembang subsite dan konten kreator).
b. Pelaksanaan Pengembangan Konten Istana UMKM
Dalam upaya memperbaharui subsite diperlukan konten-konten baru, menarik dan terkini
sehingga dapat menarik bagi pengunjung subsite. Kontent yang diolah menjadi bentuk
media informasi berupa infografis, artikel ataupun banner subsite.
c. Pelaksanaan Pengembangan Subsite Istana UMKM
Pada tahap pengembang ini, akan dilakukan pemantauan progress-progres yang sudah
dilakukan oleh pengembang dan memonitoring kesesuaian pengembangan subsite yang
disetujui dan ketepatan waktu pelaksanaan. Hal-hal yang dikembangkan selama 2024
adalah pengembangan fitur pelaporan PAGC, pengembangan fitur Tawk To untuk Live Chat
pelayanan publik pada subsite istana UMKM, serta pengembangan fitur Pelayanan Publik
in Your Pocket (BLICKET).
d. SIT dan UAT subsite
Uji coba pengembangan yang terbagi dalam 2 tahap yaitu: System Integration Testing (SIT)
dengan melibatkan Pusdatin BPOM yang dilaksanakan 28 November 2024 dan User
Acceptance Testing (UAT) dengan melibatkan Pusdatin BPOM dan pengguna subsite pada
tanggal 16 Desember 2024. Hasil SIT dan UAT dari aplikasi Istana UMKM menunjukkan

bahwa aplikasi Istana UMKM telah lulus uji coba dan dapat digunakan.




2. Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan
Peran dan partisipasi semua pemangku kepentingan melalui sinergi program terkait UMKM
pangan olahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sangat diperlukan. Dalam rangka
mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan
POM bersama Kementerian/Lembaga/Industri adalah melalui penyelenggaraan Program Orang
Tua Angkat UMK Pangan Olahan.
Tujuan:
a. Meningkatkan aksesibilitas UMK pangan olahan dalam menghadapi masalah dan
tantangan penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.
b. Meningkatkan kapasitas, daya saing dan kemandirian UMK pangan olahan.
c. Meningkatkan komitmen pelaku Industri Pangan Olahan dan crowdfunding dalam
pembinaan kepada UMK Pangan Olahan melalui mekanisme CSR.

Kegiatan sinergi dengan OTA pada Tahun 2024 antara lain:
a. Focus Group Discussion OTA pada tanggal 10 Juli 2024
b. Sinergi Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan tanggal 28 November 2024

SASARAN Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemda dan
KEGIATAN 5 Stakeholder dalam Pengawasan Makanan
Indikator Kinerja Jumlah Pemda dan stakeholder yang diintervensi
Utama 1l keamanan pangan

1.Peningkatan Kapasitas Manajemen Mitra Kerja

Pertemuan dilaksanakan secara daring, luring dan hybrid, baik mengundang lintas sektor yang akan bekerja

sama dengan BPOM terkait pemberdayaan Masyarakat ataupun memenuhi undangan lintas sektor. Lintas

sektor berasal dari ormas/ asosiasi.

1) Pertemuan Dit PMPUPO dan UPT BPOM
Pertemuan dilaksanakan secara daring tanggal 16 Februari 2024 bersama UPT yang akan
melaksanakan Bimtek Kader Keamanan Pangan yaitu BBPOM di Palembang, BBPOM di
Yogyakarta, BPOM di Ambon dan BPOM di Tangerang. Pertemuan bertujuan untuk
koordinasi untuk kemudahan, keefektifan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan
di Palembang, Ambon dan Tangerang melibatkan ormas dan orpro sedangkan untuk
Yogyakarta melibatkan Pengurus Wilayah Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU DI.Yogyakarta
sebagai tindak lanjut MoU BPOM dan RMI.




2) Pertemuan Bersama Ormas dan Organisasi Profesi

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 di Aula Batik BPOM dan dihadiri 33 orang
perwakilan ormas dan organisasi profesi. Ormas ini antara lain Persaudaraan Muslimah/Salimah,
Aisyiyah, Kowani, TP PKK, Wirawati Catur Panca, Dharma Wanita Persatuan, Muslimat NU, PP
Fatayat NU, PP Nasyiatul Aisyiyah Gerakan Kwartir Nasional Pramuka dan Karang Taruna serta
Organisasi Profesi antara lain Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia.

Pada acara ini dipaparkan Kegiatan Perkuatan Lintas Sektor BPOM dengan Ormas meliputi Kader
Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan di Palembang, Ambon dan masing-masing kota
sebanyak 70 orang calon Kader yang berasal dari Ormas dan Organisasi Profesi, pelaksanaan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan, serta kegiatan yang dapat
disinergi/dikolaborasikan antara BPOM dan Ormas seperti Lomba Video Anggota Pramuka (Penegak
dan Pandega), Raimuna, Karang Pamitran Bersama Pramuka, Sinergi Dasawisma Bersama TP PKK
dan Webinar.

Semua ormas dan organisasi profesi mendukung pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan dan

KIE keamanan pangan. Ormas menunggu surat BPOM untuk pelaksanaan kegiatan ini.

2. Advokasi Kabupaten/Kota terkait Penerbitan SPP-IRT

Asistensi Requlasi

Dalam rangka menjaga keamanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah
menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek terkait pangan
dan pengawasan produk kesehatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan menjadi landasan utama yang mengamanatkan hak asasi manusia terkait akses
terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Selain itu, dengan adanya Peraturan
Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan turut memberikan panduan yang
jelas terkait standar keamanan pangan, memastikan bahwa pangan yang beredar di pasaran

memenuhi kriteria keamanan yang ditetapkan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah dalam mengatur
urusan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman di tingkat lokal. Hal ini
diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 yang bertujuan
untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap obat dan makanan di daerah
dengan demikian menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam

pengawasan dan pemantauan terhadap keamanan pangan di daerahnya masing-masing.

Selain itu adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Efektivitas Pengawasan

Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan
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makanan di Indonesia, termasuk dalam hal pengujian, distribusi, dan konsumsi obat serta
makanan. Instruksi Presiden ini menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan kualitas
obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk melindungi kesehatan masyarakat,
memastikan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan, menjaga agar produk-
produk tersebut memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif untuk perlindungan, kemudahan, dan
pemberdayaan UMKM, pemerintah telah mengimplementasikan serangkaian kebijakan dan
program untuk mendukung pertumbuhan serta pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.
Perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
juga menjadi fokus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan kerangka penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berlaku dalam sektor obat dan makanan.
BPOM mendukung kemudahan perizinan berusaha sesuai amanah PP Nomor 5 Tahun 2021
antara lain dengan menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 yang mengatur
standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis
risiko di sektor Obat dan Makanan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka intervensi kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota
tahun 2024, sebagai berikut:
Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP pada:
a. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali,
tanggal 14-15 Maret 2024.
b. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Aceh, Palembang dan Pekanbaru,
tanggal 24-25 April 2024.
c. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di Pontianak, Samarinda dan
Palangkaraya, tanggal 14-15 Mei 2024.
d. Asistensi Regulasi/ Bimtek Pre Market IRTP di Jayapura, Manokwari dan Ambon,
tanggal 29-30 Mei 2024.
e. Asistensi Regulasi/ Bimtek Pre Market IRTP di Makassar, Paludan Kendari, tanggal 27-
28 Juni 2024.
f. Asistensi Regulasi/Bimtek Pre Market IRTP di NTB, NTT dan Sofifi, tanggal 17-18 Juli
2024.
g. Asistensi Regulasi/Monev DAKNF POM di Jawa Tengah, tanggal 8-9 Agustus 2024.

Aplikasi SPP-IRT

UMK pangan termasuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) memegang peran strategis

dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. UMK juga menggerakkan
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perekonomian rakyat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menyediakan lapangan
kerja bagi masyarakat setempat. Sektor makanan dan minuman menjadi penyumbang PDB

industri non migas terbesar.

IRTP merupakan salah satu bagian dari UMK yang membutuhkan kemudahan perizinan,
terutama terkait dengan Sertifikasi Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT). Menindak lanjuti terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2024 Tentang
Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri
Rumah Tangga, dimana terdapat perbvedaan yang cukup signifikan terkait pemenuhan

komitmen dan pengawasan pasca penerbitan.

Oleh karena itu, Badan POM sebagai instansi pusat yang mengeluarkan NSPK terkait
dengan IRTP telah menfasilitasi proses penyelenggaraan perizinan SPP-IRT terintegerasi
OSS Sejak 8 November 2021 kembali mengembangkan aplikasi untuk mengakommodir

perubahan peraturan tersebut.

Semenjak diterbitkan melalui OSS RBA hingga tanggal 20 januari 2024 atau lebih dari 3
tahun pelaksanaannya telah terbit sebanyak 468.219 SPPIRT dari 196.048 Pelaku usaha.
Akan tetapi, hingga saat ini masih banyak produk yang sebenarnya tidak sesuai untuk
mendapatkan SPPIRT belum dicabut nomor SPPIRT-nya, baru 80.764 atau 17.24% Produk
yang labelnya sudah memenuhi ketentuan, 40.158 atau 20.48% pelaku usaha telah
memenuhi komtmen mengikuti PKP, dan baru 19.119 atau 9.75% pelaku usaha memenuhi
komitmen CPPOB (data hasil verifikasi pada aplikasi SPPIRT).

Beberapa pengembangan aplikasi SPP-IRT yang dikembangkan pada tahun 2024

diantaranya:

a. Mengakomodir perubahan data usaha dan data produk yang dapat diajukan oleh pelaku
usaha kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Fitur notifikasi kepada Pemerintah Daerah terkait pelaku usaha yang belum memenuhi
komitmen lebih dari 6 bulan.

c. Fitur notifikasi kepada pelaku usaha sebagai pengingat kewajiban pemenuhan
komitmen.

d. Fitur penyelenggaraan PKP oleh penyelenggara selain Dinas Kesehatan dan Badan
POM.

e. Artificial Intelligence (Al) Pengenalan Label, untuk mengenali bahwa gambar yang
diupload pelaku usaha adalah memang rancangan label.

f. Fitur untuk mengirimkan peringatan kepada pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran.




g. Pengajuan Reaktivasi akun oleh Dinkes ke PTSP bagi pelaku usaha yang tadinya telah
dibekukan akunnya namun telah memenuhi komitmen.

h. Fitur munculnya informasi produk dan sarana yang bisa mendapatkan SPPIRT yang
akan muncul setiap pelaku usaha akan mengajukan produk baru (Video ini tidak bisa
dipercepat sehingga pelaku usaha baru bisa melanjutkan pengajuannya setelah
mendapatkan edukasi terkait SPP-IRT).

i. Reset Pencabutan oleh PTSP (Apabila terjadi kesalahan dalam proses pencabutan
SPP-IRT).

j. Filter pencarian pada menu rekap data IRTP dan Rekap data SPPIRT untuk
mempermudah pengolahan data.

k. Dengan adanya fitur terbaru yang dikembamngkan tersebut diharapkan akan dapat
membantu bapak ibu pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan pemenuhan

komitmen dan pengawasan terhadap SPPIRT.

3. Penghargaan Kab/Kota Pangan Aman

Sesuai dengan amanat UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, negara berkewajiban
mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup,
aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga
perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keamanan Pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan.
Penyelenggaraan Keamanan Pangan bertujuan agar negara dapat memberikan perlindungan
kepada rakyat untuk mengonsumsi Pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya.
Untuk menjamin Pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan Keamanan
Pangan harus diterapkan di sepanjang Rantai Pangan, mulai dari tahap produksi (budidaya),
pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan
konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan Pangan yang aman dikonsumsi

di sepanjang Rantai Pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.

Sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang Keamanan Pangan
terdapat dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan. Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyelenggarakan Keamanan Pangan yang
terpadu sepanjang Rantai Pangan, berbasis analisis risiko, transparansi, ketertelusuran produk,
harmonisasi standar, pertanggungjawaban, keterpaduan antar otoritas kompeten termasuk
dengan pemerintah daerah, konsisten, dan tidak berpihak. Dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah dikeluarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pengawasan dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan keamanan pangan terdapat dalam urusan
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Kesehatan dan Pangan. Keberhasilan penyelenggaraan keamanan pangan ini sangat
dipengaruhi oleh kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keamanan pangan di
daerah melalui integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan antara pusat dengan daerah,
serta koordinasi dengan seluruh pelaku keamanan pangan termasuk masyarakat dan pelaku
usaha.

Sejalan dengan tugas yang diamanatkan kepada Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang
mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Indonesia, sangat penting
untuk melakukan langkah strategis dan upaya nyata guna mewujudkan keamanan pangan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung aspek Kesehatan. Salah satu
upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan POM memberikan apresiasi dan penghargaan
kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota, yang menunjukkan prestasi dalam pembangunan
daerahnya terutama terkait pelaksanaan dan penjaminan keamanan pangan. Prestasi ini ditandai
dengan tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan
serta mampu berinovasi dalam upaya peningkatan keamanan pangan mencapai sasaran
pembangunan yang telah direncanakan. Apresiasi Badan POM kepada pemerintah daerah
terbaik ditunjukkan dengan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan reviu tools penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman
dan juga diselenggarakan penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Selain itu telah diberikan
penghargaan kepada 3 (Kabupaten/Kota) regional barat dan 3 (tiga) Kabupaten/Kota regional
timur sebagai Kabupaten/Kota terbaik dalam penyelenggaraan keamanan pangan yaitu

Terbaik Regional Barat

1. Pemerintah Daerah Kota Depok
2. Pemerintah Daerah Kota Metro

3. Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Terbaik Regional Tengah dan Timur
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
2. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan




Gambar 43. Penyerahan Piagam Terbaik | Kabupaten/Kota Pangan Aman
Regional Barat oleh Kepala Badan POM RI
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Gambar 44. Pengumuman Kabupaten Badung sebagai Terbaik | Kabupaten/Kota Pangan Aman
Regional Tengah dan Timur

4. Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMK Pangan Olahan

Dalam rangka menindaklanjuti MoU antara BPOM, Pondok Pesantren dan Bupati Kabupaten
Mojokerto yang telah dilaksanakan tanggal 2 November 2023 di Kota Mojokerto, telah disusun
road map program pembinaan di lingkungan Pondok Pesantren melalui program SAPA SANTRI-
SANTRIPRENEURSHIP. Pada tanggal 24 Juli 2024 juga diadakan rapat koordinasi dengan
Kementerian Agama RI dan lintas sektor terkait Pembinaan ke Pondok Pesantren di Jawa Timur.




Gambar 45. Roadmap Program SAPA SANTRI

5. Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMK pangan olahan, salah satu upaya yang dilakukan
oleh Badan POM bersama Kementerian/Lembaga/Industri adalah melalui penyelenggaraan
Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK Pangan Olahan.

Tujuan diselenggarakannya program ini adalah

E Meningkatkan aksesibilitas UMK pangan olahan dalam menghadapi masalah dan
tantangan penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

E Meningkatkan kapasitas, daya saing dan kemandirian UMK pangan olahan.

E Meningkatkan komitmen pelaku Industri Pangan Olahan dan crowdfunding dalam

pembinaan kepada UMK Pangan Olahan melalui mekanisme CSR.

Sesuai dengan roadmap, pada tahun 2024 telah bergabung 26 industri pangan olahan dan
crowdfunding yang tergabung dalam Program Orang Tua Angkat (OTA) UMK pangan Olahan
yang memberikan fasilitasi kepada UMK pangan olahan, baik dalam bentuk edukasi dan
pendampingan maupun dalam bentuk bantuan sarana produksi. Jumlah ini melebihi dari target
yang ditetapkan, yaitu 25 OTA UMK Pangan Olahan.


































































































































































































































